PEMERINTAH KOTA BEKASI

SEKRETARIAT DPRD

JI. Chairil Anwar No. 112 Telp. (021) 88355762
BEKASI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI

NOMOR : 000.8.3.3/Kep.7452/Setwan.PK/XII/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Menimbang

Mengingat

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI,

bahwa dalam rangka tertib administrasi, meningkatkan
kualitas kinerja aparatur pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, tentang
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Paraf Koordinasi
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016
Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun
2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
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10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 50);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Sistem Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyt
Daerah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bekasi.

KEDUA Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran I sampai dengan Lampiran XXV Keputusan ini.

KETIGA Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan pedoman
bagi seluruh aparatur di Lingkungan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan
tugas.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang
perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2y Petember 2021
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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Tembusan Yth. :

1. Wali Kota Bekasi;

2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.



LAMPIRAN |

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR : pu0.8.3.3 /KepP.F4q52 / Sebwoawvy - PK /XIL /1 2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Ko-ordin.asi

Kabag Program dan Kmanganf!
Kabag Organisasi »




Nomor SOP opo-B-2.3 [/ Pk _CETWAM / 0o\

Tanggal Pembuatan | || ™Novempber 2024

Tanggal Revisi
PEMERINTAH KOTA BEKASI Tanggal Pengesahan | 24 petenbeC 2024
SEKRETARIAT DPRD Disahkan Oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Nama SOP Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bekasi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 1. Pendidikan minimal S1;
Nasional; 2. Menguasai komputer;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja | 3. Menguasi regulasi terkait perencanaan pembangunan;
Instansi Pemerintah; 4. Teliti, tekun dan berintegritas.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi
2. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi

ATK, Komputer, Printer, Scanner

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian prosedur
berada ditempat dan semua persyaratan/kelengkapan terpenuhi.

Data Capaian Kinerja.

Paraf Kmrdin}si

Kabag Program dan Keuangan
Kabag Organisasi ®
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PELAKSANA MUTU BAKU
SEKRETARIS JAFUNG/ PERSYARATAN/
DPRD ESOURAN DAN PELAKSANA KELENGRAPAN i BT
KEUANGAN
Memerintahkan Kabag, Program dan Keuangan untuk Lembar disposisi 10 Disposisi
melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian [j_ Menit
kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
Memerintahkan dan memberikan arahan kepada Lembar disposisi 15 Disposisi
Jafung/ pelaksana untuk melaksanakan monev Menit
capaian kinerja.
a. Membuat jadwal rencana monev capaian kinerja. Rumtra, Renja, Indikator i 2 - Rnnmngm monev
b. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan jadwal Kinerja Utama Minggu capaian kinerja
rencana monev capaian kinerja dengan tim dan v = Instrlumli:; moncy
bagian. capaian kinerja
c. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk | | - Data capaian kinerja
money capaian kinerja. A
d. Mengolah data dan menyempurnakan bahan
monev capaian kinerja.
Menerima dan memeriksa bahan monev capaian X Data capaian kinerja 25 Data capaian kinerja, instrumen monev
kinezja sesumr /\ Menit
.Y o —
a. Melaksanakan rapat monev capaian kinerja dengan 4 pats, capaian kinerja, | 2 Jam | Draft laporan hasil monev capaian kinerja
menyampaikan materi dan perkembangan capaian ] instrumen monev, daftar
s C 1 C 1 [ J|=
b. Melakukan evaluasi hasil monev capaian kinerja.
1

Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan &
Kabag Organisasi Y g_/




PELAKSANA MUTU BAKU
W RI—— SEKRETARIS RAaG JAFUNG/ PERSYARATAN/ IRTRE—-—
DPRD A PELAKSANA KELENGKAPAN waxav oyTne
a. Menghimpun dan mengolah data capaian kinerja. Notulen rapat, BA rapat, | 2 Jam | Draft laperan hasil monev capaian kinerja.
b. Membuat draft laporan hasil monev capaian kinerja. data capaian kinerja
'y
Menerima, memeriksa dan memaraf draft laporan ' Draft laporan hasil monev 15 Draft laporan hasil monev capaian kinerja
hasil monev capaian kinerja. Jika sesuai proses lebih SESUAl K capaian kinerja. menit | sudah diparaf,
lanjut, jika TIDAK sesuai dikembalikan ke Jafung/ /
pelaksana untuk diperbaili. \ / TIDAK SESUAI
3
Menerima, memeriksa dan memaraf draft laporan v Draft laporan hasil monev 15 Laporan hasil monev capaian kinerja sudah
hasil monev capalan kinerja, Jika sesuai proses lebih \ capaian kinerja. Menit | ditandatangani.
lanjut, jika TIDAK sesuai dikembalikan ke Kabag.
Program dan Keuangan untuk diperbaili. / S
Mendistribusikan laporan hasil monev capaian kinerja SESUA Laporan hasil monev 30 Laporan hasil monev telah terdistribusikan,
lce setiap bagian., capaian kinerja. Menit
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI

NOMOR :000.8.%.214&P. 3452 /fetwan - PK / XL/ 3024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA CAPAIAN KINERJA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan
Kabag Organisasi "




PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DPRD

Nomor SOP poo -B-3.3 / P . Sewanl /o2

Tanggal Pembuatan | || Hovember 2524

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | 24 Desember 20%4

Disahkan Oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi

Nama SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data

Capaian Kinerja pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah

1.

Pendidikan minimal S1;

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang | 2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan;
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 | 3. Memahami Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Pembangunan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja | 4. Menguasai komputer;
Instansi Pemerintah; 5. Teliti, tekun dan berintegritas.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan

1.
2.

SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi
SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi

ATK, Komputer, Printer, Juknis Penyusunan RENJA PD,
Formulir dalam Penyusunan Renja PD, Hasil Evaluasi RENJA
tahun sebelumnya.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.

Pengumpulan data dan informasi pembangunan yang tidak disusun secara baik akan
mempengaruhi dalam penyusunan Renstra, Renja, dan LKIP Sekretariat DPRD Kota
Bekasi.

SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian prosedur
berada ditempat dan semua persyaratan /kelengkapan terpenuhi.

Data capaian pembangunan 5 tahun, Dokumen RENSTRA
sebelumnya, Capaian RENJA.

Paral Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA CAPAIAN KINERJA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MUTU BAKU
PROGRAM JAFUNG/ PERSYARATAN/
SEKRETARIS KABAG G
DPRD DAN KEUANGAN PELAKSANA KELENGKAPAN RIEYS oV
Memerintahkan Kabag Program dan Keuangan untuk Lembar disposisi 5 Menit | Disposisi
melakukan pengumpulan dan pengolahan data capaian [::___
kinerja.
Memerintahkan Jafung/ pelaksana untuk melakukan Lembar disposisi 5 Menit | Disposisi
pengumpulan dan pengolahan data capaian kinerja.
a. Melakukan identifikasi kebutuhan data dan membuat - Lembar disposisi 7 Hari - Disposisi

formulir isian/ tabel data capaian kinerja.

b. Menyampaikan formulir isian/ tabel data kepada para
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat
DPRD Kota Bekasi

c. Melakukan verifikasi dan validasi data capaian kinerja
dari para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

d. Membuat draft laporan data capaian kinerja.

- Formulir isian/ tabel
data capaian kinerja

- Data capaian kinerja

- Formulir Isian/ Tabel data
capaian kinerja sudah
diterima oleh setiap bagian.

- Data capaian kinerja sudah
terisi.

- Draft laporan data capaian
Kinerja.

a. Menerima, memeriksa dan menandatangani draft laporan Draft laporan data 30 Menit | Draft laporan data capaian
data capaian kinerja kinerja sudah ditandatangani.
s o

b. Menyampaikan laporan data capaian kinerja kepada
Sekretaris DPRD Kota Bekasi.

Menerima dan mendisposisi laporan data capaian kinerja |: Il:zf:rrj:n data capaian 30 Menit | Disposisi

Menerima disposisi la; dan aian  kinerj bagai Laporan data capaian 15 Menit | Laporan data capaian kinerja

bahan tindak lanjut. i s i ¢ ! ] kinetja, dmci:i_ schagai bahan tindak lanjut.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI,
Paraf Hierarki
Kabag Umum - K
Kabag Program dan Kcuangailf ]
Kabag Organisasi ﬂ‘i IA ERLIANI



LAMPIRAN T\

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI .
NOMOR : 000. 3.%.% 1 kwep F4% 2 | Sebw oy - P 7 XL . 202 4
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN KEGIATAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Parafl Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan
Kabag Organisasi ¥




Nomor SOP 000.0-2-3 / Yk . CETWAN / p4
Tanggal Pembuatan W Novembet 2024
PEMERINTAH KOTA BEKASI Tanggal Revisi =
SEKRETARIAT DPRD Tanggal Pengesahan | 24 eSember 20324
Disahkan Oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Nama SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai pada |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Kota Bekasi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 1. Minimal S-1 / D-4;
Nasional; 2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah | 3. Menguasai Komputer;
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang | 4. Teliti, tekun dan berintegritas.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2025-2045;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bekasi

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
2. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Pedoman Penyusunan RKPD SKPD, RKPD Kota Bekasi, Komputer, Alat

Tulis Kantor (ATK].

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Penyusunan Perencanaan Penganggaran Kegiatan tidak dilakukan maka RKA Kegiatan
tidak mempunyai landasan perencanaan.

Berdasarkan Renstra, Renja dan LAKIP, Perjanjian Kinerja Sekretariat

DPRD Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan *- l

Kabag Organisasi K a .




PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN KEGIATAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

FELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR KETERANGAN
SEKRETARIS KABAG. JAFUNG/ PERSYARATAN/ WAKTU OUTPUT
DPRD PELAKSANA KELENGKAPAN
L. Merumuskan kegiatan dan anggaran untuk tahun yang Usulan Kegiatan dan 2 Jam | Notulensi rapat,
akan datang melalui rapat internal Sekretariat DPRD Kota : [ ] ] anggaran tahun yang Kesepakatan rapat melaui
Bekasi akan datang Berita Acara
;A Menyusun program, kegiatan dan anggaran berdasarkan Notulensi Rapat, 3 Hari | Daftar Usulan Kegiatan
hasil rapat, meliputi : Kwscps.kntan Rapat
a. Menyusun dan merencanakan Belanja Pegawai gl&hﬂ Berita Acara
berdasarkan jumlah pegawai. pat.
b. Menyusun dan merencanakan Belanja Operasional
sesuai usulan Sekretariat dan Bidang.
c. Menyusun dan merencanakan Belanja Modal sesuai
kebutuhan dan skala prioritas.
d. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat DPRD sesuai
RKPD Kota Bekasi.
3. | Membahas dan menelaah usulan Program dan Kegiatan Daftar Usulan Kegiatan. 5 Hari | Berita Acara Pembahasan
berdasarkan pagu anggaran sementara  bersama
Bappelitbangda.
4, | a. Menyusun draft RKA kegiatan k Daftar Usulan Kegiatan, 5 Hari | Draft RKA kegiatan
b. Menginput usulan program/kegiatan dan pagu l::rilaﬁmm Hasil
ER Rt i Daftar Usulan Kegiatan. 2 Hari | Usulan Pagu Kegiatan dan
anggara telah di input di
SIPD
5. | a. Menyusun Program / kegiatan ke dalam RKA Usu_lat.:n P:‘ingram / 2 Hari Drl:;"t cIltml'\ chi.ata: yang
berdasarkan RKPD dan keputusan rapat internal Kegia an pagu te isesuaikan dengan
Sekretariat DPRD 3 o anggaran Sekretariat RKPD dan Keputusan rapat
DPRD, internal Sekretariat DFRD
Kesepakatan/Persetujuan
atas Usulan Program /
Kegiatan dan pagu
anggaran Sekretariat
DPRD
Paraf Koordigasi
Kabag Program dan Keuangan }
Kabag Organisasi H aﬁ-ﬂ——




PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR KETERANGAN
"o SEKRETARIS KABAG JAFUNG/ PERSYARATAN/ WAKTU OUTPUT
DPRD r PELAKSANA KELENGKAPAN
6. | a. Menginput RKA ke dalam SIPD. Draft RKA kegiatan yang 5 Hari | RKA yang telah diinput ke
b. Melakukan asistensi RKA dengan Tim Asistensi RKA telah disesuaikan dengan SIPD dan RKA telah di
Kota Bekasi. RKPD dan keputusan rapat asistensi
internal Sekretariat DPRD
7. | Menerima, memeriksa, memaraf RKA vang telah selesai RKA yang telah diiput ke 2 Hari | RKA telah diparaf
diasistensi, | I SIMDA dan telah selesai
diasistensi
8. | Menerima, memeriksa, menandatangani RKA yang telah RKA yang telah diparaf. 1 Hari | RKA yang telah
selesai diasistensi. ditandatangani.
9. | a. Menyampaikan RKA yang telah ditandatangan olch RKA yang telah 3 Hari | - RKA telah diparaf dan
Sekretaris DPRD kepada Bappelitbangda, BPKAD, dan rJ ditandatangani. ditandatangan oleh
Bagian Pembangunan SETDA. Bnppelil_bangdn,bBPKAD
b. Menyerahkan arsip RKA Kepada Bappelitbangda, ggg:wn Pembangunan
BPKAD dan Bagian Pembangunan SETDA. - DPA telah dicetak oleh
¢. Menerima DPA yang telah dicetak oleh BPKAD BPKAD
10. | Menerima, memeriksa dan memaraf DPA yang telah selesai DPA yang telah dicetak 2 Hari | DPA telah diparaf
dicetak. oleh BPKAD
11. | Menerima, memeriksa dan menandatangani DPA yang y DPA yang telah diparaf 1 Hari | DPA telah tandatangani
telah selesai dicetak, I rL
12, | a. Menyampaikan DPA yang telah selesai ditandatangani DPA yang telah 2 Hari | - DPA telah diparaf dan
oleh Sekretaris DPRD kepada Bappelitbangda, BPKAD ditandangan Sekretaris ditandatangan oleh
dan Bagian Pembangunan SETDA untuk diparaf dan : DPRD Kota Bekasi Bappelitbangda, BFKAD
: dan bagian Pembangunan
ditandatangan. SETDA
b. Mengarsipkan DPA yang telah ditandangan oleh - DPA telah diarsipkan
Bappelitbangda, BPKAD dan Bagian Pembangunan
SETDA,
SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI

NOMOR :000.8.3.5 1 Kep . FATL/ Sexwan . PK / X\ 2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan #

i
Kabag Organisasi R h




PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DPRD

Nomor SOP 0008 -3.3 [ Pk.CeETwAT { 04

Tanggal Pembuatan | \| (ovembper 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan A4 Desember 3014
Disahkan Oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi

Nama SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

4,

Bekasi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah | 1. Pendidikan minimal S1;
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang | 2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan;
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 | 3. Pernah mengikuti pengarahan penyusunan LKIP;
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 4. Menguasai komputer;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja | 5. Teliti, tekun dan berintegritas.
Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi; ATK, Komputer, Printer, Dokumen RKPD, Data Laporan program
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi; dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Aplikasi e-Sakip
3. SOP Penyusunan LKIP Kota Bekasi pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi;

SOP Pelaksanaan Reviu LKIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

1.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun 1 (satu) bulan setelah tahun
anggran berakhir, sehingga LKIP sudah diunggah ke portal e-Sakip Kemenpan RB dam
e-Sakip Kota Bekasi paling lambat bulan Maret tahun berjalan.

Penyusunan LKIP yang tidak tepat waktu dapat menghambat evaluasi kinerja PD
(kegagalan dan keberhasilan).

SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian prosedur
berada ditempat dan semua persyaratan/kelengkapan terpenuhi.

Data capaian Kinerja tahun sebelumnya.

Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan ’

Kabag Organisasi X " -




PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Menerima dan mengoreksi draft LKIP Sekretariat DPRD Kota
Bekasi, Jika YA maka di paraf, jika TIDAK maka
dikembalikan kepada Jafung untuk diperbaiki.

N

YA

Kota Bekasi

Bekasi telah ditandatangani/
dikoreksi Sekretaris DPRD Kota
Bekasi.

PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR KETERANGAN
SEKRETARIS S JAFUNG / PERSYARATAN/
DPRD PROGRAMDAN | pu; swmaANA KELENGKAPAN bl SREERE
KEUANGAN
1. Menerima dan mendisposisi Suratl Sekretaris Daerah perihal Surat Sekretaris Daerah perihal 15 Disposisi
penyusunan LKIP Perangkat Daerah Penyusunan LKIP Perangkat menit
Dacrah, Lembar Disposisi
2 Menerima dan mendisposisi Surat Sekretaris Daerah perihal - Surat Sekretaris Daerah perihal 15 Disposisi
penyusunan LKIP Perangkat Daerah Penyusunan LKIP Peranghkat menit
Daerah, Lembar Disposisi
3. a. Melakukan koordinasi kepada seluruh bagian pada Surat Sekretaris Daerah perihal 2 Data kinerja/ kegiatan dari seluruh
Sekretariat DPRD dalam rangka penyusunan draft LKIP Penyusunan LKIP Perangkat Minggu | bagian.
Sekretariat DPRD Kota Bekasi ¥ Daerah, Lembar Disposisi
b. Meyusun draft LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi Draft LKIP Sekretariat DPRD Kota
berdasarkan data dari seluruh bagian pada Sekretariat Bekasi
DPRD Kota Bekasi
c. Melakukan Koordinasi dangan Bagian Organisasi Setda Draft LKIP Sekretariat DPRD Kota
Terkait penyusunan draft LKIP Sekretarint DPRD Kota Bekasi hasil koordinasi dengan
Bekasi Bagian Organisasi
4. Melakukan rapat pembahasan penyusunan draft LKIP Draft LKIP Sekretariat DPRD 1 Hari | Draft LKIP Sekretariat DPRD Kota
Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan seluruh bagian, | | l I:, Kota Bekasi Bekasi
5. Menerima dan mengoreksi draft LKIP Sekretariat DPRD Kota Draft LKIP Sekretariat DPRD 1 Jam | Draft LKIP Sekretariat DPRD Kota
Bekasi. Jikn YA maka di paraf, jika TIDAK maka va / Kota Bekasi Bekasi telah diparaf/ dikoreksi
dikembalikan kepada Jafung/Pelaksana untuk diperbaiki. Kabag Program dan Keuangan.
\ / TIDAK
4
6. Draft LKIP Sekretariat DPRD 1 Jam Draft LKIP Sekretarint DPRD Kota

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan

Kabag Organisasi L
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI,

ERLIANI

MUTU BAKU
No. URAIAN PROSEDUR KABAG KETERANGAN
SEKRETARIS JAFUNG / PERSYARATAN/
DPRD PR RAM AMN |  PELAKSANA KELENGKAPAN WAKTU ouTars
7. Menyerahkan LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi ke LKIP Sekretariat DPRD Kota 1 Jam LKIP telah diterima Inspektorat
Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu Bekasi ditandatangani Daerah
Sekretaris DFRD
10. a. Menerima hasil reviu LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi LKIP Sekretariat DPRD Kota 2 hari Draft LKIP Sekretariat DPRD Kota
dari Inspektorat Daerah Bekasi hasil reviu Bekasi
b. Melakukan perbaikan LKIP Sekretariat DPRD Kota
Bekasi sesuai catatan koreksi dari Inspektorat Dacrah
11. | Menerima dan mengkoreksi draft LKIP Sekretariat DPRD 1 Draft LKIP Sekretariat DPRD 1 Jam Draft LKIP Sekretariat DPRD Kota
Kota Bekasi. Jika YA maka diparaf, jika TIDAK maka / \ Kota Bekasi Bekasi telah diparaf/ dikoreksi
diperbaiki Jafung/Pelaksana. L. Kabag Program dan Keuangan.
\/ TIDAK
h
13. |a. Menerima dan mengkoreksi draft LKIP Sekretariat DPRD Draft LKIP Sekretariat DPRD 1 Jam LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi
Kota Bekasi hasil reviu. Jika YA maka ditandatangani, Kota Bekasi telah diparaf telah ditandatangani/ dikoreksi
jika TIDAK maka dikembalikan ke Kabag PK untuk : Sekretaris DPRD Kota Bekasi
diperbailkd \ :
: . ; Kabag Program dan Keuangan 2 Jam LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi
b. Mcnwsmiisa.ﬂkan. LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi LKIP Sekretariai DPRD Kota telnh disosialisasi) kepada setiap
kepada setiap bagian. / TIDAK Bekasi bagian pada Sckretariat DPRD Kota
Bekasi
14. |a. Menyampaikan LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi LKIP Sekretariat DFRD Kota 1 Jam LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi
kepada Bagian Organiasi Setda YA Bekasi diterima Bagian Organisasi Setda.
b. Mendokumentasikan LKIP Sekretariat DFRD Kota 'i I
Bekasi LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi
didokumentasikan
SEKRETARIS




LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI

NOMOR : 000.%.%.% | KeP. +452 / ferwan . PR/ x\. 2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan - ’ o

Kabag Organisasi R " >




PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DPRD

Nomor SOP o000 B -3.3 [/ Pk. SeTwAar /o

Tanggal Pembuatan | |\ tlovember 2024
Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesahan | 24 Delemper 2034

Disahkan Oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi

Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bekasi

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah | 1. Pendidikan minimal S1;
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang | 2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan;
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 | 3. Pernah mengikuti pengarahan penyusunan LKIP;
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 4. Menguasai komputer;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja | 5. Teliti, tekun dan berintegritas.
Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1.

SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;

ATK, Komputer, Printer, Dokumen RKPD, Data Laporan program

2. SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Capaian Kinerja pada Sekretariat DPRD Kota | dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Aplikasi e-Sakip
Bekasi.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang tidak dilaksanakan dengan benar, maka | Data capaian pembangunan S5 tahun, Dokumen Renstra,
pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan akan terhambat dan tidak optimal. Capaian Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian prosedur

berada ditempat dan semua persyaratan/kelengkapan terpenuhi.

Paraf Koordinasi
Kabag Program dan K:uangan{

Kabag Organisasi R )‘ -




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR SEKRETARIS |KABAG. PROGRAM JAFUNG/ PERSYARATAN/ WAKTYU OUTPUT KETERANGAN
DPRD DAN KEUANGAN PELAKSANA KELENGKAPAN
p[2 elakukan koordinasi dengan setiap bagian pada Surat Sekretaris Daerah perihal 5 Hari [Data Program dan Kegiatan dari
tariat DPRD Kota Bekasi dalam rangka Penyusunan RENJA SKPD, Juknis |setiap Bagian pada Sekretariat
penyusunan draft awal RENJA Sekretariat DPRD | I Penyusunan RENJA SKPD DPRD Kota Bekasi
Kota Bekasi
2. |Menyusun draft awal RENJA Sekretariat DPRD ' Data Program dan Kegiatan dari 15 Hari |Draft awal RENJA Sckretariat
Kota Hekasi berdasarkan data dari setiap bagian setiap bagian pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi
Sekretariat DPRD Kota Bekasi DPRD Kota Bekasi
3. [Menerima dan mengoreksi draft awal RENJA Draft awal RENJA Sekretariat 2 Hari  |Draft awal RENJA Sckretariat
rketariat DPRD Kota Bekasi. Jika YA maka b A DPRD Kota Bekasi DPRD Kota Bekai telah diparaf/
iparaf, jika TIDAK maka dikembalikan kepada kareksi draft RENJA Sekretariat
ljafung/ pelaksana untuk diperbaiki. TIDAK DPRD Kota Bekasi
4. [Menerima dan mengoreksi draft awal RENJA r Draft awal RENJA Sekretariat 1 Hari  [Draft awal RENJA Sekretariat
ISekretariat DPRD Kota Bekasi. Jika YA maka TIDAK DPRD Kota Bekasi telah diparaf DPRD Kota Bekai telah
iditandatangani, jika TIDAK maka dikembalikan ey ditandatangani/ koreksi draft
lkepada Kabag Program dan Kaungan untuk xh RENJA Sekretariat DPRD Kota
diperbaiki. Bekasi
5. |a. Mengikuti verifikasi rancangan RENJA o Draft awal RENJA Sekretariat 1 Hari  [Laporan hasil verifikasi rancangan
Serkeatriat DPRD  Kota  Bekasi di DPRD Kota Bekasi telah RENJA Sekretariat DPRD Kota
Bappelitbangda untuk penyusunan ditandatangani Bekasi
rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD — &
Kota Bekasi.
Laporan hasil verifikasi rancangan 1 Hari  |Draft akhir RENJA Sckretariat
Ib. Menyusun draft akhir RENJA Sekretariat RENJA Sekretariat DPRD Kota DPRD Kota Bekasi.
DPRD Kota Bekasi sesuai masukan dari Bekasi.
Bappelitbangda
6. [Menerima dan mengoreksi draft akhir RENJA Draft akhir RENJA Sekretariat 1 Hari |Draft akhir RENJA Sekretariat
Sckretariat DPRD Kota Bekasi. Jika YA maka " /\ DPRD Kota Bekasi. DPRD Kota Bekasi telah
diparaf, jika TIDAK maka dikembalikan kepada diparaf/koreksi draft akhir RENJA
Jafung/ pelaksana, \/ AR Serketariat DPRD Kota Bekasi.
v
:I

Paral Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan

Kabag Organisasi R




PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR SEKRETARIS |KABAG. PROGRAM JAFUNG/ PERSYARATAN/ WAKTU OUTPUT KETERANGAN
DPRD DAN KEUANGAN PELAKSANA KELENGKAPAN
p. Menerima, memeriksa dan menandatangani Draft akhir RENJA Sekretariat 1 Hari |[Draft akhir RENJA Serketariat
draft akhir RENJA Sekretariat DPRD Kota DPRD Kota Bekasi telah diparaf DPRD Kota Bekasi telah
Bekasi, Kabag Program dan Keuangan. ditandatangani/koreksi draft akhir
RENJA Sckretariat DPRD Kota
b. Mensosialisasikan RENJA Sekretariat DPRD Bekasi serta disosialisasikan
Kota Bekasi kepada setiap bagian pada epada setiap bagian pada
Sekretariat DPRD Kota Bekasi. erketariat DPRD Kota Bekasi.
h. Menyampaikan RENJA Sekretariat DPRD Kota RENJA Sekretariat DPRD Kota 1 Hari |RENJA Sekretariat DPRD Kota
Bekasi kepada Bappelitbangda. Bekasi, Eﬂmi telah diterima oleh
! l appelitbangda, RENJA Sekretariat
b. Mendokumentasikan RENJA Sekretariat DPRD » IDPRD Kota Bekasi
Kota Bekasi. ididokumentasikan.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI,
Paraf Hierarki
Kabag Umum £, &£
Kabag Program dan I{euanganf V.
Kabag Organisasi a-. ; ERLIANI




LAMPIRAN “Y1-

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI

NOMOR : 000. .5 %/ KeP-F452 /Setwan . P /XU / 2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koordinasi
1
Kabag Program dan Keuangan ‘ F
Kabag Or, i X R,

e L ©




)

Nomor SOP o00. B -3.3 ] Pk. SeTwWAN [ 06
Tanggal Pembuatan I Novemper 2024
Tanggal Revisi e
PEMERINTAH KOTA BEKASI Tanggal Pengesahan ~_DeCember JO74
SEKRETARIAT DPRD Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) paa
Nama SOP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bekasi.
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1. Pendidikan S-1/D-4;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan | 2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
Nasional; 3. Pernah Mengikuti Bimtek Penyusunan RENSTRA;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa | 4. Menguasai Komputer;
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan | 5. Teliti, tekun dan berintegritas.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2025-2045;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksananan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

@

i B

Kota Bekasi.
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Capaian Kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi. ATK, Komputer, Printer, Juknis Penyusunan Renja SKPD, Formulir dalam
Penyusunan Renja SKPD, Hasil Evaluasi RENJA tahun sebelumnya
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang tidak dilaksanakan dengan benar, maka | Data Capaian Pembangunan 5 (lima) tahun, Capaian RENSTRA scbelumnya,
pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan akan terhambat dan tidak optimal. Hasil Evaluasi Renstra Sebelumnya,
2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian prosedur
berada ditempat dan semua persyaratan /kelengkapan terpenuhi.
Paraf Koordinasi

Kabag Organiasai X @




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
URAIAN PROSEDUR SEKRETARIS |KABAG. PROGRAM JAFUNG/ PERSYARATAN/ S p— OUTIUT
DPRD DAN KEUANGAN PELAKSANA KELENGKAPAN .
enyusun anggota Tim Penyusun RENSTRA pada Tugas Pokok dan Fungsi Pada 1 Hari [SK Tim
kretariat DPRD :} Sekretariat DPRD.
a. Melakukan Orientasi mengenai RENSTRA Peraturan Perundang-undangan, | 7 Har  [Tim Penyusun RENSTRA Sckretariat DPRD

b.

Sekretariat DPRD.

Menyusun agenda kerja Tim Penyusun
RENSTRA Sekretariat DPRD.
Mengumpulkan data dan  informasi
perencanaan pembangunan daerah,
Mengolah data yang telah dikumpulkan.

uknis Penvusunan RENSTRA,
Literatur tentang perencanaan
n penganggaran, form,
ikalender, daftar data/informasi
idalam bentuk matrik

Pncmahami teknik menyusun RENSTRA,
Agenda Kerja, Peraturan Perundang-
undangan, Kebijakan Pemerintah,
IDokumen RPJMD Provinsi, RTRW Provinsi,
RENSTRA K/L, Rancangan Awal RPJMD
Kota Bekasi, RTRW Kota Bekasi, Hasill

DPRD.

|Sekretariat DPRD

e. Merumuskan rancangan awal RENSTRA Evaluasi RENSTRA Periode lalu, Datal
Sekretariat DPRD. Statistile

f. Menyajikan rancangan awal RENSTRA
Sekretariat DPRD.

a. Melakukan pembahasan  rancangan awal Dokumen rancangan awal 1 Hari |Hasil pembahasan rancangan awal
RENSTRA Sekretariat DPRD. i RENSTRA Sekretariat DRPD NSTRA Sekretariat DPRD.

b. Memperbaiki rancangan awal RENSTRA Rancangan awal RENSTRA 3 Hari cangan awal RENSTRA yang telah)
Sekretariat DPRD. kretariat DPRD diperbaiki

c. Mengikuti pelaksanaan Forum Perangkat Rancangan awal RPJMD, | Hari [Rancangan RENSTRA Sckretariat DPRD)
Daerah. ringkasan hasil kajian/analisis ivang telah disempurnakan

STRA
JL

d. Melakukan revisi rancangan awal RENSTRA

hasil Forum SKPD. RENSTRA Sekretariat| 1| Hari |Berita Acara Forum SKPD dan Rekapitulasi
DPRD yang telah disempurnakan ‘hasil Forum SKPD

e. Melakukan koordinasi dengan Bagian

berkaitan dengan rancangan awal RENSTRA, Rancangan awal RPJMD 3 Hari cangan akhir RENSTRA Seckretariat|
PRD
(Menyusun rancangan akhir RENSTRA Sekretariat |Rancangan Akhir RENSTRA 1 Hari

ll;ancangm Akhir RENSTRA Sekretariat]
PRD

Paraf Koordi

Kabag Program dan Keuangan

Kabag Organisasi *




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN PROSEDUR SEKRETARIS | KABAG. PROGRAM JAFUNG/ PERSYARATAN/ WAKTU OUTPUT KETERANGAN
DPRD DAN KEUANGAN PELAKSANA KELENGKAPAN
5. |Membahas rancangan akhir RENSTRA Ea.ntanpn akhir RENSTRA 1 Hari angan akhir RENSTRA Sckretariat
Sekretariat DPRD ekretariat DPRD DPRD
6. [Mengetic RENSTRA Sckretariat DPRD hasil ncangan akhir RENSTRA 3Hari | RENSTRA Sekretariat DPRD
Pembahasan akhir Yy iat DPRD
7. |Melakukan pengesahan RENSTRA Sckretariat |RENSTRA Sckretariat DRPD 1 Bulan |Surat Keputusan Wali Kota tentang]
DPRD [RENSTRA Sekretariat DRPD
8. [Mempublikasikan RENSTRA Sckretariat DPRD RENSTRA Sekretariat DRPD 1 Hari |Sosialisasi RENSTRA Sekretariat DRPD
lalui website Sekretariat DPRD
9 |a. Mendistribusikan RENSTRA  Sekretariat s RENSTRA Sekretariat DRPD L Hari |RENSTRA Sekretariat DPRD terdistribusi
DPRD kepada seluruh Bagian di lingkungan kepada sctiap Bagian di  Lingkungan
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
ib. Mengarsipkan RENSTRA Sckretariat DPRD
dan dokumen lainnya
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI,
Paraf Hierarki
Kabag Umum [l
Kabag Program dan Keuan
Kabag Organisasi ERLIANI




LAMPIRAN V(|

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.3/Kep.| 7452/ Setwan.PK/XI1/2024

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERJALANAN DINAS APARATUR
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koordinasi
Kabag Umum {
Kabag Program dan Keuangan =N A
Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan t
Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan |

Kabag Organisasi Al p




2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Regional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur
Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali
Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali
Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi
Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

f T Nomor SOP 000 - B-3.83 /VI&. SeTWAN / O F
Tanggal Pembuatan 1B tlovember 10,y "
Tanggal Revisi -
PEMERINTAH KOTA BEKASI Tanggal Pengesahan g peembver ZLOLIH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKIAN RAKYAT DAERAH Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Nama SOP Perjalanan Dinas Aparatur pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bekasi
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | 1. Pendidikan minimal SMA;
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang | 2. Memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi;
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- | 3. Mampu mengoperasikan komputer;
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 4. Mampu melakukan reservasi hotel dan tiket perjalanan;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan | 5. Mampu melakukan koordinasi;
Regional, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun | 6. Teliti, tekun dan berintegritas.

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

1. SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
2. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
3. SOP SPP TU pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
4. SOP SPP LS pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
5. SOP SPP GU pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

ATK, kuitansi perdin, komputer, printer, scanner, telepon seluler/HP

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila SOP ini tidak berjalan sebagaimana mestinya maka akan terjadi
keterlambatan pengurusan perjalanan dinas;

2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian
prosedur berada ditempat dan semua persyaratan /kelengkapan terpenuhi;

3. Berkas administrasi/kelengkapan perjalanan dinas telah siap satu hari sebelum

keberangkatan.

Dokumen administrasi perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Paraf Koordinasi
Kabag Umum {
Kabag Program dan Keuangan = A
Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan i
Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Ve

Kabag Organisasi "




.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

R
PERJALANAN DINAS APARATUR
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
URAIAN KEPALA BAGIAN JABATAN
e e SERREAARIS | 'SELAKU PPTK | FUNGSIONAL/ ol WAKTU OUTPUT
PELAKSANA
1 |Memerintahkan Jabatan Fungsional/ KAK, RKA dan RAB 10 menit |Disposisi Kabag
laksana untuk menyiapkan administrasi |kegiatan
rjalanan dinas/perdin aparatur
berdasarkan rencana kerja Sekretariat DPRD
2 [Mengetik nota dinas kegiatan dari Kabag ke v |Disposisi Kabag, KAK, RKA 2 jam Draft nota dinas, SPPD,
Sekretaris DPRD, surat kunjungan dinas, dan RAB kegiatan luitansi, surat
surat perintah tugas/SPT, SPPD, kuitansi, kunjungan kerja, SPT
ldan RAB/rekapan rincian biaya perdin kuitansi dan RAB
3 |[Menerima dan memeriksa draft nota dinas, raft nota dinas, SPPD, 15 menit |- Draft nota dinas dan
urat perjalanan dinas, SPT, SPPD, kuitansi TIDAK itansi, surat kunjungan SPPD ditandatangani
an RAB. Jika tidak sesuai dikembalikan erja, SPT dan RAB - Surat kunjungan dinas
ntuk diperbaiki, jika sudah sesuai nota dan SPT diparaf
inas dan SPPD ditandatangani, surat — Kuitansi dan RAB
njungan dan SPT di paraf YA
4 [a. Menerima dan memeriksa surat perjalanan raft nota dinas, surat 15 menit |- Surat kunjungan kerja |Disposisi nota dinas dari
dinas, SPT, SPPD, RAB. Jika tidak sesuai TIDAK njungan kerja, SPT dan dan SPT Sekretaris DPRD
dikembalikan untuk diperbaiki, jika sudah ditandatangani diteruskan ke bagian
sesuai ditandatangani; Sekretaris DPRD iprogram dan keuangan
b. Mendisposisi nota dinas kegiatan. - Disposisi Sekretaris
/ DPRD
5 l|a. Melakukan koordinasi ke instansi tujuan perdin; Surat kunjungan, SPT dan 3 jam Laporan hasil Berkas administrasi
b. Melakukan pemesanan akomodasi penginapan YA RAB koordinasi, bukti perdin telah siap satu hari
dan transportasi; l | booking pemesanan tiket [sebelum keberangkatan
dan hotel, rekapan
transferan

PARAF HIRARKI

Kabag Umum

=3

Kabag Program dan Keuangan

Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan

Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Kabag Organisasi *
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SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI,
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LAMPIRAN V(I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.3/Kep. 7452/Setwan.PK/XI1/2024, /6

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI PERJALANAN DINAS PIMPINAN/ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI

Paraf Koordinasi
Kabag Umum L
Kabag Program dan Keuangan %
Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan
Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Kabag Organisasi Xl R




Nomor SOP 000 -B -3 .3 7/ PE- CeTwAr / D&
Tanggal Pembuatan \8_tlovempber 21po1if
Tanggal Revisi - .
PEMERINTAH KOTA BEKASI Tanggal Pengesahan LY Qesemver 2024
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Nama SOP Fasilitasi Perjalanan Dinas Pimpinan/Anggota DPRD Kota Bekasi
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

: &

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional,

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai
Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perjalanan
Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil
Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan minimal SMA;

2. Memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Mampu melakukan reservasi hotel dan tiket perjalanan;
5. Mampu melakukan koordinasi;

6. Teliti, tekun dan berintegritas.

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;

SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;

SOP SPP TU pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;

SOP SPP LS pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;

SOP SPP GU pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;

SOP Perjalanan Dinas Aparatur pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

ATK, kuitansi perdin, komputer, printer, scanner, telepon seluler/HP

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.

2.

Apabila SOP ini tidak berjalan sebagaimana mestinya maka akan terjadi keterlambatan
pengurusan perjalanan dinas;

SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian prosedur
berada ditempat dan semnua persyaratan/kelengkapan terpenuhi;

. Berkas administrasi kelengkapan perjalanan dinas telah siap satu hari sebelum

keberangkatan.

Dokumen administrasi perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Paraf Koordinasi
Kabag Umum
| Kabag Program dan Keuangan =S

Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan

Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

| Kabag Organisasi

L

ﬁ;‘;\'\



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI PERJALANAN DINAS PIMPINAN/ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI

PELAKSANA MUTU BAKU
PROS KEPALA JABATAN
FRRAS T e n. |SEKRETARIS | BAGIAN | FUNGSIONAL/ | PERSYARATAN/KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT FRTIRARaAN
SELAKU PPTK| PELAKSANA
Memerintahkan Kabag selaku PPTK enja Sekretariat DPRD dan 10 menit |Disposisi Sekretaris DPRD
menyiapkan nota dinas | I IAgenda Kegiatan DPRD
perjalanan dinas (perdin)
impinan/ anggota DPRD
Memerintahkan Jabatan Fungsional/ Disposisi Sekretaris DPRD, agenda | 10 menit [Disposisi Kabag
laksana untuk menyiapkan administrasi kegiatan DPRD, KAK, RKA dan
nota dinas perdin Pimpinan/Anggota RAB kegiatan
DPRD dari Sekretaris DPRD kepada Ketua
DPRD. l
Mengetik draft nota dinas kegiatan dari [Disposisi Kabag, jadwal kegiatan 2jam |Draft nota dinas, surat kunjungan
kretaris DPRD ke Ketua DPRD, SPPD, PRD, KAK, RKA dan RAB [kerja, SPT dan SPPD
surat kunjungan kerja dan SPT iatan
la. Menerima dan memeriksa draft nota v |Draft nota dinas, surat kunjungan | 15menit |- Draft nota dinas;
dinas, surat kunjungan kerja, SPT; lkerja, SPT dan SPPD - SPPD ditandatangani Kabag;
b. Menandatangani SPPD. - Surat kunjungan kerja dan SPT
yang telah diparafl Kabag
Menerima, memeriksa dan menandatangani [Draft nota dinas, SPPD, surat 15 menit |- Nota dinas dan SPPD yang telah
draft nota dinas dan SPPD serta memaraf kunjungan kerja dan ditandatangani Sekretarias DPRD;
urat kunjungan kerja dan SPT - Surat kunjungan kerja dan SPT
r yang telah diparaf Sekretaris DPRD
la. Menerima, memeriksa dan Nota dinas, surat kunjungan kerja | 15 menit |- Surat kunjungan kerja, SPT yang
menandatangani surat kunjungan kerja dan SPT telah dtandatangani Ketua DPRD
dan SPT; - Disposisi Ketua DPRD
b. Mendiaposisi nota dinas.
|Memerintahkan  Kabag selaku  PPTK Disposisi Ketua DPRD, surat 10 menit |Disposisi Sekretaris DPRD
menyiapkan administrasi perdin unjungan kerja, SPT dan
pendamping r‘
\Memerintahkan Jabatan Fungsional/ . isposisi Sekretaris DPRD, surat | 10 menit |Disposisi Kabag
ipelaksana untuk menyiapkan administrasi njungan kerja, SPT dan
iperdin pendamping, koordinasi ke instansi
tujuan perdin dan pemesanan akomodasi
la. Mengetik administrasi perdin v IDisposisi Kabag, RAB, surat 3 jam poran hasil koordinasi, bulti Berkas administrasi
pendamping; lkunjungan dan SPT Ibooking pemesanan tiket dan hotel |perdin telah siap
b. Melakukan koordinasi ke instansi tujuan l satu hari sebelum
perdin; keberangkatan
c. Melakukan pemesanan akomodasi
pcnginapun dan transportasi;

PARAF HIRARKI

Kabag Umum

Kabag Program dan Keuangan

=9

Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan

Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Kabag Organisasi
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LAMPIRAN WX

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.3/Kep. 7452/Setwan.PK/XI1/2024 249

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan o )
Kabag. Organisasi » a:-l/




PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Nomor SOP oc0-B-3.3 [/ P Setwad /09

Tanggal Pembuatan 18 wNovembel 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesahan 24  Pesemper 2024

Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada

Nama SOP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi.

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota
Bekasi Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Wali
Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi.

1. Pendidikan minimal S1;

2. Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah;

3. Memahami peraturan perundang-undangan terkait
keuangan;

4. Menguasai komputer;

5. Teliti, tekun dan berintegritas.

pelaporan

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

1. SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi,
2. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

1. ATK

2. Komputer, Printer, dan Scanner

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Data dari SIMDA, SP2D,
Registrasi SPP/SPM dan Data Laporan Program/Kegiatan Sekretariat
DPRD Kota Bekasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Penyusunan Laporan Keuangan harus tepat waktu dan sesuai dengan arahan
dari BPKAD, jika pengajuannya terlambat maka akan menghambat penyusunan
laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Kota Bekasi

Laporan Realisasi Anggaran

Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan _. {) l‘
Kabag. Organisasi R —R;-U




PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA SEKRETARIAT DEDWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
PPK. Pembantu Pen
~ . . ::mn e | e | Pemnem ro::'n Apoi Ilahn;hlm; s o
n pan
Daerah Pk Keuangan
1 a. Mengambil salinan SP2D yang SP2D. 15 Menit | SP2D.
telah  terbit dari Bidang
Perbendaharaan BPKAD.
b.Mencocokkan salinan SP2D SP2D, salinan | 30 Menit | SP2D, Buku Kendali
dengan salinan SPM , register SPM, register Manual SP, salinan
SPM dan kartu kendali per akun SPM & kartu SPM, register SPM &
belanja dari SIMDA. Jika tidak kendali per kartu kendali per akun
sesuai dikembalikan ke Bidang akun belanja belanja telah
Perbendaharaan BPKAD untuk dicocokkan.
dicocokkan dengan SPM yang
telah diserahkan ke bidang -
Perbendahraan. Jika sesuai
salinan SP2D diberikan ke PPK-
Perangkat Daerah.

2 | Memeriksa, meregister SP2D, Register SP2D, | 30 Menit | Salinan SP2D dengan
SPM, salinan SP2D dan BKU SPM, salinan register SP2D, SPM dan
SIMDA. Jika tidak sesuai, data SP2D dan BKU BKU SIMDA telah
dikembalikan ke Pembantu PPK- TIDAK SESUAI SIMDA. diperiksa dan
Perangkat Daerah. Jika sesuai, SESUAI deregister.
salinan SP2D  diberikan ke
Penyusun Laporan Keuangan.

3 | a.Melakukan Posting di SIMDA. SP2D. 30 Menit SP2D telah diposting ke

SIMDA.
b.Memeriksa  Buku Besar \ Buku  Besar | 60 Menit | Buku Besar Pembantu
Pembantu Per akun Belanja. Pembantu per telah  diperiksa  per
Jika tidak sesuai dikembalikan Akun Belanja. Akun Belanja.
ke PPK-Perangkat Daerah. Jika
sesuai, Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) dicetak dari
SIMDA.
¢.Melaporkan cetakan LRA dan LRA dan Buku 15 Menit Realisasi
Buku Besar Per akun ke PPK- - Besar per Akun Anggaran (LRA) dan
Perangkat Daera Belanja. Buku  Besar telah
SESUAI dicetak  per Akun
Belanja
Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan .. ‘1

Kabag. Organisasi ¥
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Pelaksana Mutu Baku Keterangan

No Uraian Prosedur Pengguna Kabag PPK dan e i = o st Persyaratan/

A PPTK Perangkat Laporan Waktu Output
= " Daerah P;;::lf:t Keuangan Heleaghapan

4 | Memeriksa cetakan LRA dan LRA dan Buku 15 Menit | Laporan Realisasi
Buku Besar Per akun. Jika tidak Besar per Akun Anggaran (LRA) dan
sesuai dikembalikan ke Penyusun Belanja. Buku  Besar telah
Laporan Keuangan. Jika sesuai diperiksa per Akun
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja.
dan Buku Besar diberikan kepada
PPK-Perangkat Daerah.

5 | Menerima, memeriksa dan Laporan 15 Menit | Laporan Realisasi
memaraf Laporan Realisasi 3 Realisasi Anggaran (LRA) telah
Anggaran (LRA). Anggaran (LRA). diparaf.

6 | Menerima, memeriksa dan Laporan 15 Menit | Laporan Realisasi
memaraf Laporan Realisasi Realisasi Anggaran (LRA) telah
Anggaran (LRA). l Anggaran (LRA). diparaf.

7 | Menerima, memeriksa dan Laporan 15 Menit | Laporan Realisasi
memaraf Laporan Realisasi Realisasi Anggaran (LRA) telah
Anggaran (LRA). Anggaran (LRA). diparaf.

8 | Menerima, memeriksa dan Y Laporan 1 Jam Laporan Realisasi
menandatangani Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah
Realisasi Anggaran (LRA). Anggaran (LRA). ditandatangan.

9 | a. Mengirimkan Laporan Realisasi Laporan 1 Jam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) ke Bidang Realisasi (LRA)
Akuntansi BPKAD dan Anggaran (LRA). diterima oleh Bidang
Inspektorat Daerah Kota Akuntansi BPKAD dan
Bekasi. Inspektorat Daerah

Kota Bekasi
b. Mengarsipkan Laporan Laporan 5 Menit Laporan Realisasi
Realisasi Anggaran (LRA). Realisasi Anggaran (LRA)
Anggaran (LRA). diarsipkan.
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PARAY HiRARK KOTA BEKASI,
Kabag Umum
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LAMPIRAN X

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.3/Kep.| 7452/Setwan.PK/XI1/2024 |0

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan v s‘ /
Kabag. Organisasi X '_ﬂ-!
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Nomor SOP 000 -9 -3.3 [/ Pk.CETwWAN / [0
Tanggal Pembuatan 18 tovember 2ol
PEMERINTAH KOTA BEKASI Tanggal Revisi =
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Tanggal Pengesahan 24 Detemper 204Y
Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas pada
SAmne 0¥ Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota
Bekasi Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Wali
Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi.

1. Pendidikan minimal S1;

2. Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah;
3. Menguasai komputer;

4. Teliti, tekun dan berintegritas.

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

1.
2.

SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;

1. ATK

2. Komputer, Printer, dan Scanner

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Data dari SIMDA
Pendapatan dan Beban Operasional, dan Data Laporan
Program/Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.

Penyusunan Laporan Keuangan harus tepat waktu dan sesuai dengan arahan dari
BPKAD, jika pengajuannya terlambat maka akan menghambat penyusunan laporan
keuangan konsolidasi Pemerintah Kota Bekasi;

SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian
prosedur berada ditempat dan semua persyaratan kelengkapan/terpenubhi.

Dokumen Laporan Perubahan Ekuitas

Kabag Program dan Keuang_—_aﬁl
Kabag. Organisasi 'y

/
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Pelaksana Mutu Baku
Penyusun

No Uraian Prosedur i:lnmm Kabag PPK dan PPK-PD Laporan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Keterangan

ggaran PK PPTK Kous

1 a. Mengumpulkan Laporan Laporan Opersional dan 5 Menit Laporan Operasional dan

Opersional dan Neraca Neraca Neraca
dan Penyusun Laporan
Keuangan
b. Memeriksa Laporan Laporan  Opersional dan | 4¢ Menjt | Kelengkapan berkas telah
Opersional dan Neraca Neraca diperiksa.
dengan SIMDA
2 | a. Mengecek hasil posting Jurnal balik dan jural 5 Menit | Jurnal balik dan jurnal
jurnl balik dan jurnal penutup diinput si di SIMDA penutup telah diposting
penutup oleh BPKAD di BPKAD
SIMDA
l LPE dan Buku Besar Per | 5 Menit
b. Mencetak LPE dan Buku Akun Koreksi Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas
Besar Per Akun (LPE dan Buku Besar per
A Akun Koreksi Ekuitas telah
dicetak.

3 | Memeriksa LPE dan Buku SESUAI LPE dan Buku Besar per | 15 Menit | Laporan Perubahan Ekuitas
Besar per akun. Jika tidak /\ Akun Koreksi Ekuitas (LPE) dan Buku Besar per
sesuai, LPE dikembalikan ke Akiin Koreksi Ekuitas telahi
Penyusun Laporan \/ :

Keuangan. Jika sesuai, LPE TIDAK diparalf.
telah benar dicetak dan SESUAI
diparaf.

4 | Menerima, memeriksa dan L Laporan Perubahan Ekuitas | 15 Menit | Laporan Perubahan Ekuitas

memaraf Laporan Perubahan (LPE) (LPE) telah diparaf.
Ekuitas (LPE)
5 | Menerima, memeriksa dan y Laporan Perubahan Ekuitas | 15 Menit | Laporan Perubahan Ekuitas

memaraf Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE)

(LPE)

(LPE) telah diparaf.

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan _.g }
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Pelaksana Mutu Baku
Penyusun
wo Ursian Prosadus ::inmm Xabag PPE dan PPK-PD Lapy:mn Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Raternng
ggaran PK PPTK
Keuangan
6 | Memeriksa dan Laporan Perubahan Ekuitas | 15 Menit | Laporan Perubahan
menandatangani Laporan (LPE) Ekuitas (LPE) telah
Perubahan Ekuitas (LPE). ditandatangani
7 | a. Mengirimkan Laporan Laporan Perubahan Ekuitas 1 Jam Laporan Perubahan
Perubahan Ekuitas (LPE) " (LPE). Ekuitas (LPE) telah
Bidang Akuntansi BPKAD diterima oleh Bidang
dan Inspektorat Daerah ‘ I Akuntansi BPKAD dan
Kota Bekasi. Inspektorat Daerah Kota
Bekasi.
Laporan Perubahan Ekuitas 5 Menit
b. Mengarsipkan  Laporan (LPE) Laporan Perubahan
Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas (LPE) telah
diarsipkan.
PARAF HIRARKI SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI,
Kabag Umum
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LAMPIRAN XlI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.3/Kep.) 7452 /Setwan.PK/XI1/2024  \(

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koordinasi
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Nomor SOP 000 .8 -3-3 ] Plk-SETWAN / |\
Tanggal Pembuatan & povember AOP2H
Tanggal Revisi - :
PEMERINTAH KOTA BEKASI Tanggal Pengesahan A{ pesember Z07¢
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Penyusunan Laporan Operasional (LO) pada
Nama SOP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi.
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana | 1. Pendidikan minimal S1;
telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun | 2. Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah;
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 | 3. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan;
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 4. Menguasai komputer;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara; 5. Teliti, tekun dan berintegritas.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi.

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

1. SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
2. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

1. ATK

2. Komputer, Printer, dan Scanner

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Data dari SIMDA
Pendapatan dan Beban Operasional, dan Data Laporan Program/
Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Penyusunan Laporan Keuangan harus tepat waktu dan sesuai dengan arahan dari
BPKAD, jika pengajuannya terlambat maka akan menghambat penyusunan laporan
keuangan konsolidasi Pemerintah Kota Bekasi;

2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian
prosedur berada ditempat dan semua persyaratan/kelengkapan terpenuhi.

Dokumen Laporan Operasional

Paraf Koordinasi
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Pengguna Kabag PPK dan PPK-PD Pembantu P::::::In Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
Anggaran PK PPTK PPK-PD Keuangan Kelengkapan

1 | a. Mengumpulkan kelengkapan Laporan beban | 15 Menit | Kelengkapan  berkas
berkas setiap bulan dari penyusutan telah dikumpulkan.
Bendahara  Barang dan aset tetap,
bendahara pengeluaran. D amortisasi aset

b. Memeriksa kelengkapan berkas tak berwujud, 45 Menit | Kelengkapan  berkas
beserta bukti transaksi. Jika TID Stack _oprame telah diperiksa.
tidak sesuai, laporan s Al persediaan, "
dikembalikan ke masing-masing beban e
pembuat laporannya. Jika kansor,
sesuai,laporan beserta bukti pcmcllhe_lraﬂn,
diberikan ke PPK-Perangkat asuransi  dan
Daerah. bukti transaksi.

2 | a. Memeriksa kelengkapan berkas Kelengkapan 30 Menit | Terperiksanya salinan
beserta bukti transaksi hasil berkas yang SP2D dengan register
verifikasi Pembantu PPK telah SP2D, SPM dan BKU
Perangkat Daerah. Jika tidak dikumpulkan SIMDA.
sesuai, laporan dikembalikan ke \ dan diperiksa.

Pembantu PPK-Perangkat <

Daerah. Jika sesuai, diberikan

ke penyusun laporan keuangan.

b. Membuat memo jurnal SESUAI Laporan 45 Menit | Memo jurnal

penyesuaian manual. kelengkapan manual.
berkas yang
telah
dikumpulkan.

3 | Membuat jurnal penyesuaian di TIDAK 4 Memo  jurnal | 15 Menit | Jurnal Penyesuaian.
SIMDA sesuai memo jurnal. SESUAI 4 manual.

4 | Memeriksa Jurnal Penyesuaian Jurnal 30 Menit | Jurnal Penyesuaian
sesuai bukti , SAP dan memo \ Penyesuaian. telah diperiksa.
jurnal. Jika tidak sesuai Jurnal <
Penyesuaian dilakukan perbaikan
oleh Penyusun Laporan Keuangan.

Jika sesuai Jurnal Penyesuaian SESUAI

diposting di SIMDA.
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Pelaksana Mutu Baku
Penyusun
No Uraian Prosedur Pengguna | po PPK dan Pembantu Persyaratan/ Keterangan
Anggaran P'::‘ ppTKk | FPEPD | ppg pD x‘:g’::::n Kelengkapan | " oKtu g
5 | a.Memposting .Jurnal Penyesuaian ] Jurnal 15 Menit | Jurnal Penyesuaian
di SIMDA Penyesuaian. telah diposting.
b.Mencetak dan melaporkan LO Jurnal 5 Menit | Laporan Operasional
dan Buku Besar Per akun v Penyesuaian (LO) telah dicetak.
pendapatan LO dan Beban ke 3 telah diposting.
PPK Perangkat Daerah.

6 | Memeriksa Laporan Operasional | Laporan 30 Menit | Laporan Operasional
dan Buku Besar Beban. Jika tidak Operasional (LO) telah diparaf.
sesuai, dikembalikan ke Penyusun SESUAI / (LO).

Laporan Keuangan. Jika sesuai,
Laporan Operasional (LO) dan \/ TIDAK
Buku Besar di cetak dan diparaf. SESUAI

7 | Memeriksa dan Memaraf Laporan Laporan 15 Menit | Laporan Operasional

Operasional (LO). Operasional (LO) telah diparaf.
(LO).

8 | Memeriksa dan Memaraf Laporan Laporan 15 Menit | Laporan Operasional

Operasional (LO). Operasional (LO) telah diparaf.
(LO).

9 | Memeriksa dan menandatangani Laporan 15 Menit | Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO). Operasional (LO) telah
(LO). ditandatangan.

10 | a.Mengirimkan Laporan Laporan 1 Jam Laporan Operasional
Operasional  (LO) Bidang Operasional (LO) telah diterima
Akuntansi BPKAD dan (LO). oleh Bidang Akuntansi
Inspektorat Daerah Kota Bekasi. BPKAD dan

Inspektorat Daerah
Kota Bekasi.
b.Mengarsipkan Laporan Laporan 5 Menit | Laporan Operasional
Operasional Operasional (LO) telah diarsipkan.
LO). (LO).
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PARAF HIRARKI KOTA BEKASI,
Kabag Umum {
Kabag Program dan Keuangan J‘ l
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LAMPIRAN  XlI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.3/Kep.| 7452 /Setwan.PK/XIl /2024

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN NERACA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
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Nomor SOP boo . B -3.3 [ PK. SeTwAn [ |2
Tanggal Pembuatan | \B8 Novemper 2oy
Tanggal Revisi =
PEMERINTAH KOTA BEKASI
EKRETARIA AKILAN RAKY RAH |- ranggal Pengesahan | 24 DeCember 2024
" AW FEW ko Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Penyusunan Neraca pada Sekretariat Dewan

it S0P Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali
Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi.

1. Pendidikan minimal S1;

2. Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah;
3. Menguasai komputer;

4. Teliti, tekun dan berintegritas.

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

1. ATK

2. Komputer, Printer, dan Scanner

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Data dari
SIMDA, Data Keuangan, dan Data Laporan Program/ Kegiatan
Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Penyusunan Laporan Keuangan harus tepat waktu dan sesuai dengan
arahan dari BPKAD, jika pengajuannya terlambat maka akan menghambat
penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Kota Bekasi;

2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian
prosedur berada ditempat dan semua persyaratan/kelengkapan terpenuhi.

Neraca

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN NERACA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
Pelaksana Mutu Baku
PPK Penyusun
No Uraian Prosedur PENGGUNA KABAG dan PPK-PD Pembantu Laporan Persyaratan/ Waktu Output Ket
ANGGARAN PK PPTK PPK-PD Ksusngan Kelengkapan
1 a. Mengumpulkan Rekening koran, laporan Rekening koran, laporan 15 Menit | Semua
Belanja dibayar dimuka, piutang, Belanja dibayar dimuka, kelengkapan
penyisihan  piutang, stock opname piutang, penyisihan disiapkan
persediaan, aset tetap dan akumulasi l piutang, stock opname untuk
penyusutan aset tetap, aset tak berwujud 4 persediaan, aset tetap penyusunan
dengan amortisasinya, utang beban, dan akumulasi laporan.
Pendapatan Diterima Dimuka setiap penyusutan aset tetap,
bulan dari Bendahara Barang & aset tak berwujud
Bendahara Pengeluaran. dengan  amortisasinya,

b. Memeriksa laporan pada nomor la utang beban, | 30 Menit | Semua
beserta bukti transaksi, Jika tidak sesuai, TIDAK Pendapatan diterima kelengkapan
dikembalikan ke masing-masing pembuat SESUAI dimuka setiap bulan dari telah
laporannya. Jika sesuai, laporan beserta Bendahara Barang dll. terperiksa.
bukti diberikan ke PPK-Perangkat Daerah

2 a. Memeriksa laporan pada nomor la Kelengkapan diatas. 15 Menit | Semua

beserta bukti transaksi dari Pembantu kelengkapan
PPK PD. Jika tidak sesuai, dikembalikan telah

ke Pembantu PPK-PD. Jika sesuai, terperiksa ke
laporan pada nomor la diberikan ke PPK PD.
penyusun laporan keuangan,

b. Membuat memo jurnal penyesuaian SESUAI Kelengkapan diatas yang | 30 menit Memo Jurnal
manual. telah diperiksa. Penyesuaian.

3 a. Membuat jurnal penyesuaian di SIMDA y Memo Jurnal | 30 Menit | Jurnal

sesual memo jurnal. Penyesuaian, Penyesuaian.

b. Memeriksa Jurnal Penyesuaian sesuai Jurnal penyesuaian, SAP | 30 Menit | Jurnal
bukti , SAP dan memo jurnal. Jika tidak dan Memo Jurnal. Penyesuaian
sesuai  dilakukan  perbaikan  oleh telah
Penyusun Laporan Keuangan. Jika terperiksa.
Jurnal Penyesuaian telah benar diposting
di SIMDA.

c. Mencetak Neraca. Neraca. 5 Menit Neraca telah

dicetak.

4 | Menerima dan memeriksa. Jika tidak sesuai Neraca., 30 Menit | Neraca telah
dikembalikan ke Penyusun Laporan SESUAI diparaf.
Keuangan, jika sesuai Neraca di cetak dan
diparaf. TIDAK

Y SESUAI
I
Paraf Koordinasi
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Pelaksana Mutu Baku
PPK Penyusun
No Uraian Prosedur PENGGUNA KABAG Pembantu Persyaratan/ Ket
ANGGARAN PE dan PPK-PD PPK-PD ;::om Kelengkapan Waktu Output
5 | Memeriksa dan memaraf Neraca. Neraca. 15 Menit | Neraca telah
E =
6 | Memeriksa dan memaraf Neraca. 4 Neraca. 15 Menit | Neraca telah
diparaf.
7 | Memeriksa dan menandatangani Neraca. L Neraca. 15 Menit | Neraca telah
ditandatangan.
8 | a Mengirimkan Neraca ke Bidang Akuntansi Neraca. 1 Jam Neraca telah
BPKAD dan Inspektorat Daerah Kota diterima
Bekasi. Bidang
Akuntansi
BPKAD dan
Inspektorat
Daerah  Kota
) Bekasi.
b. Mengarsipkan Neraca. Neraca. 5 Menit Neraca telah
diarsipkan.
PARAF HIRARKI SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI,
Kabag Umum (
Kabag Program dan Keuangan . {) ,
Kabag Organisasi * B‘" S




LAMPIRAN X\

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.3/Kep/ 7452/Setwan.PK/XII/2024

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL (GUN)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan 2 g !
Kabag. Organisasi b
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Nomor SOP o000 -B-3.3 [/ Ple. SeTwAd [ |3
Tanggal Pembuatan [B__™Novemper 2074
Tanggal Revisi =
PEMERINTAH KOTA BEKASI Tanggal Pengesahan 4 DeSember 201y
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nama SOP Ganti Uang Persediaan Nihil (GUN) pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bekasi. [
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur

. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan minimal S1;

2. Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah;
3. Menguasai komputer;

4. Teliti, tekun dan berintegritas.

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

1. SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
2. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi:
3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD Kota Bekasi.

1. ATK

2. Komputer, Printer, dan Scanner

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Registrasi SPP/ SPM,
dan Data Laporan Program/ Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila SPJ GUN tidak dilaksanakan tepat waktu maka akan menghambat pada
proses pencairan SPP GUN berikutnya;
2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian
__prosedur berada ditempat dan semua persyaratan kelengkapan terpenubhi.

Dokumen Pengajuan SPP - GUN

Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan . :I ‘
Kabag. Organisasi 3 &.&




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL (GUN)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur FPK Perangkat Bendahara Persyuratan/ Keterangan
Pengguna Anggaran Samests Pengeluaran Kelengkapan Waktu Output .

1 Menerima cdan memverifikasi Nota Dinas Pengajuan 15 Nota Dinas | Nota Dinas pengajuan SPP
Nota Dinas pengajuan dari PPTK yang sudah cdidisposisi. Menit | Pengajuan GU ditandatangani
yang telah didisposisi Pengguna terverifikasi. Kabid/PPK dan PPTK,
Anggaran Jika sesuai [ } dengan dilengkapi
disampaikan kepada Bencdahara disposisi Pengguna
Pengeluaran. Anggaran (Kepala Badan)

dan Sekretaris Badan.

2 a. Membuat SPP GUN - Surat Pengantar SPP 15 SPP GUN Bendahara Pengeluaran
berdasarkan SPD dan SPJ y GUN; Menit dibantu oleh Pembantu
yang  disampaikan oleh - Ringkasan SPP GUN; Bendahara Pengeluaran.
PPTE. - Rincian SPP GUN;

7y - Surat Pernyataan
b. Menyerahkan SPP  GUN Pengguna Anggaran; Pembuatan SPP GUN
beserta dokumen pelengkap - Nota Dinas Pengajuan; dilakukan akhir tahun
kepada PPK PD. - SPJ. dengan jumlah maksimal
sebesar UP. Jika terdapat
sisa harus dikembalikan
ke Kasda

3 | Menerima  dan  memeriksa - Surat Pengantar SPP 30 SPP GUN | Untuk meneliti SPP GUN
kelengkapan SPP GUN GUN; Menit | terverifikasi, SPM. | dan dokumen lainnya yang
berdasarkan SPD dan DPA PD. LENGKAP A - Ringkasan SPP GUN; diajukan Bendahara
Jika TIDAK LENGKAP maka - Rincian SPP GUN; Pengeluaran, PPK PD
pengajuan SPP GUN \/ - Surat Pernyataan dibantu oleh Pembantu
ditolak/dikembalikan kepada TIDAK Pengguna Anggaran; PPK PD).

Bendahara Pengeluaran. Jika | LENGKAP - SPJ;
LENGKAP dibuatkan SPM dan | - Draft SPM.
disampaikan kepada Pengguna

Anggaran. |

4 | Menerima, memeriksa dan | - Surat Pengantar SPP 30 SPM telah
menandatangani (otorisasi) SPM ¥ | GUN; Menit | ditandataagani.
beserta dokumen pelengkan. | - Ringkasan SPP GUN;

- Rincian SPP GUN;
| - Surat Pernyataan
| Pengguna Anggaran;

- SPJ;

- SPM.

5 a, Menerima dan memeriksa - Surat Pengantar SPP 15 SPM telah
SPM yang telah 3 GUN; Menit | diterima
ditandatangani Pengguna - Ringkasan SPP GUN; Bendahara
Anggaran. - Rincian SPP GUN; Pengeluaran.

b. Menyerahkan SPM yang v - Surat Pernyataan
telah ditandatangani Pengguna Anggaran;
Pengguna Anggaran kepada 1 - 8PJ;
Bencahara Pengeluaran, [ : - SPM.
Paraf Koordinasi
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur PPK Perangkat Bendahara Persyaratan/ Keterangan
Pengguna Anggaran Dasrah Pengeluaran Kelengkapan Waktu Output
6 Menerima dan menyampaikan - Surat Pengantar SPP 15 SPM telah | Bendahara Pengeluaran/
SPM disertai dokumen GUN; Menit | diterima  Kuasa | Pembantu Bendahara
pelengkap yang telah - Ringkasan SPP GUN; BUD (Bidang | Pengeluaran
ditandatangan Pengguna - Rincian SPP GUN; Perbendaharaan menyampaikan SPM
Anggaran kepada Kuasa BUD - Surat Pernyataan BPKAD). disertai dokumen-
(Bidang Perbendaharaan Pengguna Anggaran; dokumen (seperti yang
BPKAD). - Fotoocopy SPJ; tercantum dalam
- SPM. kelengkapan) yang
diperlukan oleh Bidang
Akuntansi BPKAD untuk
mendapatkan validasi
SPM. Setelah selesail
dilanjutkan ke Bidang
Perbendaharaan.

7 a. Menerima SP2D dari Kuasa - SP2D. 15 SP2D telah | SP2D disimpan oleh
BUD (Bidang Menit | diterima Bendahara Pengeluaran;
Perbendaharaan BPKAD). Bendahara SPJ Asli disimpan oleh

Pengeluaran, Pelaksana
Administrasi/PPTK.
b. Mengarsipkan SPJ dan - Surat Pengantar SPP Pengarsipan

dokumen SP2D yang GUN; 1 Hari | Dokumen
dilengkapi SPP dan SPM. - Ringkasan SPP GUN;

- Rincian SPP GUN;

- Surat Pernyataan

Pengguna Anggaran;

- SPM;

- SP2D;

- SPJ

PARAF HIRARKI SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI,
Kabag Umum

Kabag Program dan Keuangan. S I

Kabag Organisasi

{
),
IR

LIA ERLIANI




LAMPIRAN XV

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.3/Kep. 7452/Setwan.PK/XI1/2024

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) LS BARANG DAN JASA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koordinasi
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_ PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Nomor SOP 000 - D -Z .3 [ PE. SETWAR / 1}

Tanggal Pembuatan \8 tlovembpet 202U

Tanggal Revisi =

Tanggal Pengesahan 24 DeCember 2024

Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) LS Barang dan Jasa pada

Napa SOP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bekasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekmnis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi sebagiaman telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan minimal S1;

2. Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah;
3. Menguasai komputer,

4, Teliti, tekun dan berintegritas.

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

1. SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
2. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD Kota Bekasi.

1. ATK

2. Komputer, Printer dan Scanner

3. Dokumen Pelaksanaan (DPA), Print Out Registrasi SPP/SPM,
Data Laporan Program/Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa harus tepat waktu dan sesuzi dengan arahan
dari Bagian Gaji (BPKAD), jika pengajuannya terlambat maka akan menghambat
pembayaran Barang dan Jasa;

2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian
prosedur berada ditempat dan semua persyaratan/kelengkapan terpenuhi.

Dokumen Pengajuan LS Barang dan Jasa.

Paraf Koordinasi
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) LS BARANG DAN JASA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Pengguna Bendahara Keterangan
Angm PPKPD | oo celuaran Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

1 [a. Membuat SPP LS Barang - Surat Pengantar SPP LS Barang dan | 15 Menit | SPP LS Barang dan | Bendahara Pengeluaran
dan Jasa berdasarkan Jasa; Jasa. dibantu oleh Pembantu
SPD. - Ringkasan SPP LS Barang dan Jasa; Bendahara Pengeluaran.

b. Menyerahkan SPP LS - Rincian SPP LS Barang dan Jasa;
Barang dan Jasa beserta % - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;
dokumen lain kepada PPK - Kode Billing Pajak (jika aday);
Perangkat Daerah. - SPJ.

2 la. Menerima dan memeriksa - Surat Pengantar SPP LS Brang dan | 15 Menit |- SPP LS Barang | Untuk pembuatan SPM,
kelengkapan SPP LS Jasa; dan Jasa | PPK PD dibantu oleh
Barang dan Jasa berdasar | LENGKAP . - Ringkasan SPP LS Barang dan Jasa; terverifikasi. Pembantu PPK
SPD dan DPA PD. Jika \ - Rincian SPP LS Barang dan Jasa; - SPM LS Barang | Perangkat Daerah.
LENGKAP maka dibuatkan \/ - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; dan Jasa.

SPM. Jika TIDAK LENGKAP TIDAK - Kode Billing Pajak (jika ada);
maka ditolak/ LENGKAP - SPJ;

dikembalikan kepada - Draf SPM.

Bendahara Pengeluaran

untuk dilengkapi.

b. Menyerahkan SPM LS
Barang dan Jasa kepada
Pengguna Anggaran.

3 | Menerima, memeriksa dan - Surat Pengantar SPP LS Barang dan | 30 Menit | SPM telah
menandatangani SPM LS 4 Jasa; ditandatangani.
Barang dan Jasa. - Ringkasan SPP LS Barang dan Jasa;

- Rincian SPP LS Barang dan Jasa;

- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;
- Kode Billing Pajak (jika ada);

- SPJ;

- SPM.

4 | a. Menerima dan memeriksa y - Surat Pengantar SPP LS Barang dan | 30 Menit | SPM telah diterima
SPM LS Barang dan Jasa Jasa; oleh Bendahara
yang telah ditandatangan - Ringkasan SPP Barang dan Jasa; Pengeluaran.
(otorisasi) Pengguna - Rincian SPP Barang dan Jasa;

Anggaran. - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;
b. Menyerahkan SPM LS - Kode Billing Pajak (jika ada);
Barang dan Jasa kepada 1 - SPJ;
Bendahara Pengeluaran. - SPM.
Paraf Koordinasi
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Pengguna PPK PD Bendahara . /1 : Walktu Output Keterangan
5 | Menerima dan - Surat Pengantar SPP LS Barang dan | 15 Menit | SPM telah diterima | Bendahara
menyampaikan SPM LS Jasa; olech Kuasa BUD | Pengeluaran/ Pembantu
Barang dan Jasa disertai - Ringkasan SPP LS barang dan Jasa; (Bidang Bendahara Pengeluaran
dokumen pelengkap yang - Rincian SPP Barang dan Jasa; Perbendaharaan menyampaikan SPM
telah ditandatangan l - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; BPKAD). disertai dokumen-
Pengguna Anggaran kepada - Kode Billing Pajak (jika ada); dokumen (seperti yang
Kuasa BUD (Bidang - Fotocopy SPJ; tercantum dalam
Perbendaharaan BPKAD). - SPM. kelengkapan) yang
diperlukan oleh Bidang
Perbendaharaan
BPKAD. Apabila
dokutnen SPM
dinyatakan lengkap,
maka Kuasa BUD
menerbitkan SP2D.

6 | a. Menerima SP2D dari - SP2D. 15 Menit | SP2D telah | SP2D disimpan c¢leh
Kuasa BUD (Bidang diterima oleh | Bendahara Pengeluaran;
Perbendaharaan BPKAD). Bendahara SPJ Asli disimpan oleh

Pengeluaran. Pelaksana
Administrasi/PPTK,
b. Menyerahkan bilyet giro - SP2D; atau 1 Hari Uang ditransfer
ke bark untuk ditransfer - Bilvet Giro. langsung dari
ke rekening penerima rekening
atau langsung transfer Sekretariat
dari rekening Kasda ke DPRD ke penerima
rekening rekanan. atau dari rekening
Kasda ke Rekanan.
¢. Mengarsipkan SPJ dan - Surat Pengantar SPP LS Barang dan | 15 Menit | Pengarsipan
dokumen SP2D  yang Jasa; dokumen.
dilengkapi SPP dan SPM. - Ringkasan SPP;
- Rincian SPP;

- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;
- SPM,

- SP2D;

- SPJ dan Bukti Setoran Pajak (jika ada).

PARAF HIRARKI
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LAMPIRAN XV

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.3/Kep| 7452/ Setwan.PK/XI1/2024

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) LS GAJI DAN TUNJANGAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
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PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Nomor SOP 000 . 8 -3.2 [Qlt. SeTwA /16

Tanggal Pembuatan 1& November 2044
Tanggal Revisi e

Tanggal Pengesahan 2y Desember A024
Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) LS Gaji dan Tunjangan pada

Same S0P Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bekasi
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana | 1. Pendidikan minimal S1;
telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun | 2. Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah;
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 | 3. Menguasai komputer;
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 4. Teliti, tekun dan berintegritas.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi sebagiaman telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi.

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

1. SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
2. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD Kota Bekasi.

1. ATK

2. Komputer, Printer, dan Scanner

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Registrasi SPP/
SPM, dan Data Laporan Program/Kegiatan Sekretariat DPRD Kota
Bekasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Pengajuan SPP LS Gaji dan Tunjangan harus tepat waktu dan sesuai dengan arahan
dari Bagian Gaji (BPKAD), jika pengajuannya terlambat maka akan menghambat
pemberian gaji dan tunjangan kepada para pegawai,

2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian
prosedur berada ditempat darn semua persyaratan/kelengkapan terpenuhi.

Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan.

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan .{}

Kabag Organisasi ®
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP LS) GAJI DAN TUNJANGAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Pelaksana Mutu Baku Keterangan

No Uralan Prosedur Pengguna Bendahara

Anggaran PPK PD Pengeluaran Persyaratan/ Kelengkapan Walktu Output
1 a. Membuat SPP LS Gaji dan - Surat Pengantar SPP LS Gaji dan | 15Menit | SPP LS  Gaji dan | Daltar Gaji dibuat oleh
Tunjangan berdasarkan SPD. Tunjangan; Tunjangan. BPKAD, Bendahara
- Riny an SPP LS Gaji dan Pengeluaran dibantu oleh
Tunjangan; Pembantu Bendahara
- Rincian SPP LS Gaji dan Tunjangan; Pengeluaran.
b. Menyerahkan SPP LS Gaiji - Surat Pernyataan Pengguna
dan Tunjangan  beserta Anggaran;
dokumen lain kepada PPK - Daftar Gaji dan Tunjangan;
Perangkat Daerah. - Kode billing Pajak dan IWP 1% (jika
ada)

2 a, Menerirmna dan memeriksa - Surat Pengantar SPP LS Gaji dan | 15Menit | - SFP LS Gaji dan | Untuk Venifikasi
kelengkapan SPP LS Gaji 4an 4 Tunjangan; Tunjangan pembuatan SPM, PPK
Tunjangan berdasar SPD dan LENGKAP / \ - Ringkasan SPP LS @Gaji dan Terverifikasi; Perangkat Daerah dibantu
DPA Perangkat Daerah. Jika Tunjangan; - SFM LS Gaji dan | oleh Pembantu PPK
LENGKAP maka dibuatkan \/ TIDAK - Rircian SPP LS Gaji dan Tunjangan; Tunjangan. Perangkat Daerah.

SPM. Jika TIDAK LENGKAP LENGKAP - Sutat Pernyataan Pengguna
maka ditolak/ dikembalikan Anggaran;
kepada Bendahara - Daftar Gaji dan Tunjangan;
Pengeluaran untuk - Kode billing Pajak dan IWP 1% (jika
dilengkapi. ada);
b. Menyerahkan SPM LS Gaji - Draf SPM. 15 Menit
dan Tunjangan kepada
Pengguna Anggaran.

3 Menerima, memeriksa dan v - Surat Pengantar SPP LS Gaji dan | 30 Menit | SPM telah
menandatangani SPM L8 Gaji Tunjangan; ditandatangani.
dan Tunjangan. - Ringkasan SPP LS Qaji dan

Tunjangan;
- Rircian SPP LS Gaji dan Tunjangan;
- Daftar Gaji dan Tunjangan;
- Surat Pernyataan;
- Kode billing Pajak dan IWP 1% (jika
ada);
- SPM.

4 a. Menerima dan memeriksa v - Surat Pengantar SPP LS Gaji dan | 30 Menit | SPM telah diterima
SPM L& Gaji dan Tunjangan Tunjangan; Oleh Bendahara
yang telah ditandatangan - Ririgkasan SPP LS Gaji dan Pengeluaran.

Pengguna Anggaran. Tunjangan;
b. Menyerahkan SPM LS Gaji - Rincian SPP LS Gaji dan Tunjangan;
dan Tunjangan  kepada ‘,. - Surat Pernyataan Pengguna
Bendahara Pengeluaran. Anggaran;
1 - Daitar Gaji dan Tunjangan;
- Kode billing Pajak dan IWP 1% (jika
ada);
- SPM.
Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan S !

Kabag Organisasi
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Uranian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

PPK PD

Bendahara

Menerima dan menyampaikan
SPM LS Gaji dan Tunjargan
disertai dokumen pelengkap
yang telah ditandatarigan
Pengguna  Anggaran kepada
Kuasa BUD (Bidang
Perbendaharaan BPKAD).

Persyaratan/ Kelengkapan

— Keterangan =~

Waktu

Output

- Surat Pengantar SPP LS Gaji dan
Tunjangan;

- Ringkasan SPP 1S Gaji  dan
Tunjangan;

- Rincian SPP LS Gaji dan Tunjangan;

- Surat Pernyataan Pengguna
Anggaran;

- Daftar Gaji dan Tunjangan;

- Kode billing Pajak dan IWP 1% (ika
ady);

15 Memit

SPM telah diterima oleh
Kuasa BUD (Bidang

Perbendaharaan BPKAD).

Bendahara Pengeluaran/
Pembantu Bendahara
menyampaikan SPM Gaji
dan Tunjangan disertai
dokumen-dokumen (seperti
Yang tercantum dalam
kelengkapar) yang
diperlukan  oleh Bagian
Gaji Bidang
Perbendaharaan BPKAD.

A
:
&

- SPM.
Apabila dokumen SPM Gaji
dan Tunjangan dinyatakan
lengkap, meka Kuasa BUD
menerbitkan SP2D.

a&. Menerima SP2D dari Kuasa - SP2D. 15 Menit | SP2D telah diterima oleh SP2D disimpan oleh
BUD (Bid Bendahara Pengeluaran. | Bendahara Pengeluaran;
Perbendaharaan BPKAD). SPJ Asli disimpan oleh

Pelaksana

b. Menyerahkan bilyet  giro - Bilyet Giro. 1 Hari Uang ditransfer dari Administrasi/PPTK.,
sebesar nilai SP2D netto dan rekening Sekretariat
ditransfer  dari rekening DPRD ke rekening
BKPPD ke rekening pegawai/ pegawai/ penerima.
penerima.

€. Mengarsipkan SPJ  dan - Surat Pengantar SPP LS Gaji dan | 15 Menit Pengarsipan dokumen.
dokumen SP2D yang Tunjangan;
dilengkapi SPP dan SPM, - Ringkasan 8PP 1§ Gaji  dan

Tunjangan;
- Rircian SPP LS Gaji dan Tunjangan;
- Surat Pernyataan Pengguna
Anggaran;
- SPM;
- SP2D;
- SPJ dan Bukti Setoran Pajak (jika
ada).
_
PARAF HIRARKI W SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI,
Kabag Umum A
Kabag Program dan Kw%
Kabag Organisasi ¥ ® RLIANI




LAMPIRAN X V|

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 067 /Kep.| 7452 /Setwan.PK/XI1/2024

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TAMBAH UANG PERSEDIAAN NIHIL (TUN)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan XJ ['__ )
Kabag. Organisasi X [ &:\.




PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Nornor SOP 000- 8-3.35 [Plk. SeTwAN [ (&

Tanggal Pembuaten 1B _November 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesahan a2y PeLembeC Joay

Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Narna SOP Tambah Uang Persediaan Nihil (TUN) pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi.

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah,

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimena telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi sebagiaman telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan minimal S1;

2. Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah;
3. Menguasai komputer;

4. Teliti, tekun dan berintegritas.

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

1. SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
2. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD Kota Bekasi.

1. ATK

2. Komputer, Printer, dan Scanner

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Registrasi SPP/ SPM,
dan Data Laporan Program/ Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian prosedur
berada ditempat dan semua persyaratan/kelengkapan terpenuhi.

Dokumen Pengajuan SPP-TUN.

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan __q
Kabag. Organisasi n

£




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TAMBAH UANG PERSEDIAAN NIHIL (TUN)

FADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Pengguna Bendahara : Keterangan
Anggaren PPK PD Pengeluaran Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

1 | Menerima dan memverifikasi Nota Dinas Pengajuan vang | 15 Menit | Nota Dinas
Nota Dinas pengajuan dari sudah didisposisi. Pengajuan
FPTK yang telah didisposisi terverifikasi.

Pengguna Anggaran dan Nota l I
Dinas/ Surat Pengguna

Anggaran yang telah

didisposisi BPKAD /Sekda.

Jika sesuai disampaikan

kepada Bendahara

FPengeluaran.

2 | a. Membuat SPP TUN - Surat Pengantar SPP TUN; 15 Menit | SPP TUN Bendahara
berdasarkan SPD dan SPJ X. - Ringkasan SPP TUN; Pengeluaran dibantu
yang disampaikan oleh - Rincian SPP TUN; oleh Pembantu
PPTK. -Surat Pernyataan Pengguna Bendahara

Anggaran; Pengeluaran.
b. Menyerahkan SPP TUN 4 - SPJ.
beserta dokumen
pelengkap kepada PPK
Perangkat Daerah.

3 | Menerima dan memeriksa - Surat Pengantar SPP TUN; 30 Menit | SPP TUN | Untuk menelitt SPP
kelengkapan SPP TUN - Ringkasan SPP TUN; terverifikasi, TUN dan dokumen
berdasarkan SPD dan DPA | LENGKAP - Rincian SPP TUN; SPM. lainnya yang diajukan
FPerangkat Daerah. Jika TIDAK - Surat Pernyataan Pengguna Bendahara
LENGKAP maka pengajuan \/ Anggaran; Pengeluaran, PPK
SPP TUN TIDAK - SPJ; Perangkat Daerah
ditolak /dikembalikan kepada LENGKAP - Draft SPM. dibantu oleh
Bendahara Pengeluaran. Jika Pembantu PPK.
LENGKAP dibuatkan SPM dan
disampaikan kepada
Pengguna Anggaran.

4 | Menerima, memeriksa dan - Surat Pengantar SPP TUN; 30 Menit | SPM telah
menandatangani (otorisasi) - Ringkasan SPP TUN; ditandatangani.

SPM beserta dokumen - Rincian SPP TUN;
pelengkap. - Surat Pernyataan Pengguna
Anggaran;
- SPJ;
- SPM.
Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan _-._g l
Kabag. Organisasi " 'g-.'w




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Pengguna Bendahara Keterangan
Anggaran PPK PD Pengeluaran Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

5 | a. Menerima dan memeriksa - Surat Pengantar SPP TUN; 15 Menit | SPM telah
SPM yang telah - Ringkasan SPP TUN; diterima
ditandatangani Pengguna - Rincian SPP TUN; Bendahara
Anggaran. - Surat Pernyataan Pengguna Pengeluaran.

b. Menyerahkan SPM vyang Anggaran;
telah ditandatangani - SPJ;
Pengguna Anggaran - SPM.
kepada Bendahara
Pengeluaran.
6 | Menerima dan menyampaikan - Surat Pengantar SPP TUN; 15 Menit | SPM telah | Bendahara
SPM  disertai  dokumen : - Ringkasan SPP TUN.; Rincian diterima Kuasa | Pengeluaran/
kelengkapan yang telah SPP TUN; BUD (Bidang | Pembantu Bendahara
ditandatangan Pengguna - Surat Pernyataan Pengguna Perbendaharaan | Pengeluaran
Anggaran kepada Kuasa BUD Anggaran; BPKAD). menyampaikan  SPM
(Bidang Perbendaharaan - Fotocopy SPJ; disertai dokumen-
BPKAD). - SPM. dokumen (seperti yang
tercantum dalam
kelengkapan) yang
diperlukan oleh
Bidang Akuntansi
BPKAD untuk
mendapatkan validasi
SPM. Setelah selesai
dilanjutkan ke Bidang
Perbendaharaan.

7 a. Menerima SP2D dari - SP2D 15 Menit | SP2D telah | SP2D disimpar oleh
Kuasa BUD (Bidang diterima bendahara
Perbendaharaan BPKAD). Bendahara Pengeluaran

Pengeluaran
b. Mengarsipkan SPJ dan - Surat Pengantar SPP TUN; 1 Hari | Pengarsipan
dokumen SP2D  yang - Ringkasan SPP TUN; Dokumen SPJ Asli disimpen oleh
dilampiri SPF dan SPM. - Rincian SPP TUN; PPTK/Pelaksana
- Surat Pernyataan Pengguna Administrasi
Anggaran;
- SPM;
- SP2D;
- SPJ.
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
it KOTA BEKASI,
Kabag Umum
Kabag Program dan Keu&nga.n_ﬂ /
- -
Kabag Organisasi b @-Al/ A ERLIANI
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LAMPIRAN  XVI|

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.3/Kep. | 7452/ Setwan.PK/XII/2024

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TAMBAH UANG (TV)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

| Kabag Program dan Keuangan & 2

Kabag Organisasi ] ﬂ o




PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Nomor SOP 000 -5-3.3 [ Pk. SBTWAN [ 13}

Tanggal Pembuatan & November 2624

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan | 24 DeSember 2024
Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nama SOP Tambah Uang (TU) pada Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi sebagiaman telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan minimal S1;

2. Memiliki kernampuan dalam mengelola keuangan daerah;
3. Menguasai komputer;

4. Teliti, tekun dan berintegritas.

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

1. SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
2. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD Kota Bekasi.

1. ATK

2. Komputer, Printer, dan Scanner

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Registrasi SPP/ SPM,
dan Data Laporan Program/ Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi,

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila SPP Tambah Uang (TU) tidak dilaksanakan tepat waktu maka akan
menghambat pada proses pencairan SPP TU berikutnya;

2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian
prosedur berada ditempat dan semua persyaratan/kelengkapan terpenuhi.

Dokumen Pengajuan SPP-TU.

Paraf Koordinasi
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PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Pelaksana Mutu Baku
PPK Bendal

No Uraian Prosedur Pengguna Perangkat P : Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 Menerima dan memverifikasi Nota Dinas Nota Dinas/ Surat yang telah disposisi | 15 Menit | Nota Dinas | Tambah Uang (TU)
pengajuan SPP TU dari PPTK yang telah BPKAD,/ Sekda. Jika nilai TU yang akan Pengajuan diajukan untuk
didisposisi Pengguna Anggaran. Jika dicairkan di bawah 200jt makes Nota terverifikasi kegiatan yang
sesual disampaikan kepada Bendahara Dinas/ Surat ditujukan kepada Kepala sifatnya mendesak
Pengeluaran, untuk dibuatkan Nota BPEAD. Jika di atas 200jt maka Nota dan atau Uang
Dinas/ Surat pengajuan SPP TU dari Dinas/ Surat ditujukan kepada Sekda. Persediaan tidak
Pengguna Anggaran untuk didisposisi mencukupi.
BPKAD/Sekda

2 a. Membuat SPP TU berdasarkan SPD , - Surat Pengantar SPP TU; 15 Menit | SPPTU Bendahara -

NFK dari PPTK dan Nota Dinas - Ringkasan SPP TU; pengeluaran  dibantu
Pengguna  Anggaran yang telah - Rincian SPP TU; oleh Pembantu
didisposisi BPKAD atau Sekretaris 7y - Draft SPJ/ Rincian Nota Dinas; Bendahara
Deerah, - Burat Pernyataan Pengguna Anggaran; Pengeluaran.

b, Menyerahkan SPP TU  beserta - Nota Dinas/ Surat Pengguna Anggaran
dokumen pelengkap kepada PPK yang telah didisposisi BPKAD/Sekda .
Perangkat Daerah.

3 | Menerima dan memeriksa kelengkapan - Surat Pengantar SPP TU; 30 Menit | SPPTU Untuk meneliti SPP
SPP TU berdasarkan SPD dan DPA PD. - Ringkasan SPP TU; terverifikasi, TU dan dokumen
Jika TIDAK LENGKAP maka pengajuan LENGKAP - Rincian SPP TU; _ SPM lainnya yang diajukan
Berdahara. Pengeluaran. dik LENGEAP B <ot ol sty o

ara ngeluaran. Ji - Surat yataan na Anggaran; uaran s
maka dibuatkan SPM dan disampaikan TIDAK - Nota Dinas/ Surat Pengguna Anggaran pembuatan SPM, PPK
kepada Pengguna Anggaran. yang telah didisposisi BPKAD/ Sekda; PD dibantu oleh

LA - Draf SPM. Pembantu PPK PD.

4 | Menerima, memeriksa dan - Surat Pengantar SPP TU; 30 Menit | SPM telah
menandatangani SPM beserta dokumen - Ringkasan SPP TU; ditandatangani
kelengkapan. - Rincian SPP TU;

- Draft SPJ/ Rincian Nota Dinas;
- Burat Pernyataan Pengguna Anggaran;
- Nota Dinas Pengguna Anggaran yang
telah didisposisi BPKAD/Sekda;
- SPM.
5 a. Menerima dan memeriksa SPM yang L 2 - Surat Pengantar SPP TU; 15 Menit | SPM teleth
;dnm ditandatangani Pengguna - :ngkasasr;, s;rr'm, diterima  olch
ggaran. - Rincian : Bendahara
l - Draft 8PJ/ Rincian Nota Dinas; Pengeluaran
b. Menyerahkan SPM  yang telah - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; 15 Menit
ditandatangani Pengguna Anggaran - Nota Dinu/_ Surat pengguna anggaran
kepada Bendahara Pengeluaran. yang telah didisposisi BPKAD/ Sekda;
- SPM
Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan =4
Kabag Organisasi K ‘J,




Pelaksana Mutu Baku
A Bendahara
No Uraian Prosedur Perangkat Sengeinaren Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Daerah
6 | Menerima dan menyampaikan SPM - Surat Pengantar SPP TU; 15 Menit | SPM teleth
disertai dokumen kelengkapan yang telah - Ringkasan SPP TU; diterima  oleh
ditandatangan Pengguna Anggaran kepada - Rincian SPP TU; Kuasa BUD
Kuasa BUD (Bidang Perbendaharaan - Draft SPJ/ Rincian Nota Dinas; (Bidang
BPKAD). - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; Perbendaharaan
- Nota Dinas/Surat yang  telah BPKAD)
didisposisi BPKAD/ Sekda;
- SPM.
7 a. Menerima SP2D dari Kuasa BUD - SP2D; 15 Menit | SP2D diterima | SP2D disimpan oleh
(Bidang Perbendaharaan BPKAD). oleh Bendahara | Bendahara
Pengeluaran Pengeluaran; SPJ Asli
disimpan oleh
b. Menyerahkan bilyet giro ke bank - Bilyet giro; 1 Hari Uang ditransfer | Pelaksana
sebesar jumlah TU untuk ditransfer langsung dari | Administrasi/PPTK.
langsung ke rekening penerima rekening
Sckretariat
DPRD ke
Penerima.
¢. Mengarsipkan dokumen SP2D yang : :
i ind - Surat Pengantar SPP TU; 15 Menit | Pengarsipan
dilampiri SPP dan SPM. - Ringkasan SPP TU; el
- Rineian SPP TU;
- Burat Pengesahan SPJ;
- SBurat Pernyataan Pengguna Anggaran;
- Nota Dinas/ Surat yang telah
didisposisi BPKAD /Sekda;
- SPM;
- 8P2D,
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PARAS HIRARKI KOTA BEKASI,
Kabag Umum
Kabag Program dan Keuangan _.A /
Kabag Organisasi h B.N ERLIANI




LAMPIRAN  XVII|

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.3/Kep. 7452/Setwan. PK/X]]/2024 18

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKIAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) GANTI UANG (GU)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKIAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan .4
Kabag. Organisasi x

?}’\-




Nomor SOP 000 -8 -3.3 /pk.Cetwan /18
Tanggal Pembuatan |8 DNovembper 2024
Tanggal Revisi o~ '
PEMERINTAH KOTA BEKASI Tanggal Pengesahan ;24 Desember 2024
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKIAN RAKYAT DAERAH Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti
Nama SOP Uang (GU) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bekasi
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi sebagiaman telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan minimal S1;

2. Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah;
3. Menguasai komputer;

4. Teliti, tekun dan berintegritas.

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

1. SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;

2. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;

3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD Kota
Bekasi.

1. ATK

2. Komputer, Printer, dan Scanner

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Registrasi SPP/ SPM,
dan Data Laporan Program/ Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila SPJ GU tidak dilaksanakan tepat waktu maka akan menghambat pada
proses pencairan SPP GU berikutnya;

2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian
prosedur berada ditempat dan semua persyaratan/kelengkapan terpenuhi.

Dokumen Pengajuan SPP - GU

Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan -~y l
Kabag. Organisasi X w




PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Pelaksana Mutu Baku
Bendahara
No Uraian Prosedur Pengguna PPK PD 1 Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Qutput Keterangan
Anggaran &
1 Menerima dan memverifikasi Nota Nota Dinas Pengajuan yang 15 Menit | Nota Dlnas | Nota Dinas
Dinas pengajuan dari PPTK yang sudah didisposisi. Pengajuan pengajuan
telah didisposisi Pengguna l l terverifikasi. ditandatangani PPTX,
Anggaran. Jika sesuai disampaikan dengan dilengkapi
kepada Bendahara Pengeluaran. disposisi  Pengguna
Anggaran (Kepala
Badan) dan
Sekretaris Badan. |
2 |a. Memberikan Uang Kegiatan - Nota Dinas Pengajuan yang | 15 Menit - Nota Dinas | - Bendahara
dengan transfer langsung dari v sudah didisposisi Pengajuan Pengeluaran
rekening BKPPD ke penerima - BA Serah Terima Uang terverifikasi; dibantu oleh
sesuai SPJ/ draft SPJ Kegiatan; -BA Serah Terima | Pembantu
b. Membuat SPP GU berdasarkan A - Surat Pengantar SPP GU; Uang Kegiatan; Bendahara
SPD dan SPJ yang disampaikan - Ringkasan SPP GU; - SPP GU. Pengeluaran.
oleh PPTK. - Rincian SPP GU; - Pembuatan SPP.GU
c. Menyerahkan SPP GU beserta - Surat Pernyataan Pengguna menunggu jumlah
dokumen pelengkap kepada PPK Anggaran; SPJ minimal 50 %
Perangkat Daerah, = BPpJ. dari UP
3 Menerima dan memeriksa - BA Serah Terima Uang | 30 Menit |- SPP GU | Untuk meneliti SPP
kelengkapan SPP GU berdasarkan TIDAK Kegiatan; terverifikasi; GU dan dokumen
SPD dan DPA Perangkat Daerah. LENGKAP LENGKAF - Surat Pengantar SPP GU; - 8PM. lainnya yang
Jika TIDAK LENGKAP maka - Ringkasan SPP GU; diajukan Bendahara
pengajuan SPP GuU \/ - Rincian SPP GU; Pengeluaran dan
ditolak/dikembalikan kepada - Surat Pernyataan Pengguna Pembuatan SPM, PFK
Bendahara  Pengeluaran. Jika Anggaran; Perangkat Daerah
LENGKAP dibuatkan SPM dan - SPJ; dibantu oleh
disampaikan kepada Pengguna - Draft SPM. Pembantu PPK PD.
_Anggaran.
4 Menerima, memeriksa dan 3 - Surat Pengantar SPP GU; 30 Menit | SPM yang telah
menandatangani (otorisasi) SPM - Ringkasan SPP GU; ditandatangani.
beserta dokumen pelengkap. - Rincian SPP GU;
- Surat Pernyataan Pengguna
Anggaran;
- BPJ;
- SPM.
5 a. Menerima dan memeriksa SPM - Burat Pengantar 3PP GU; 15 Menit | SPM yang telah
yang telah  ditandatangani - Ringkasan SPP GU; ditandatangani

Pengguna Anggaran.

b. Menyerahkart SPM yang telah
ditandatangani

Anggaran kepada Bendahara

Pengeluaran.

- Rincian SPP GU;

Pengguna Anggaran

- Surat Pernyataan Pengguna diterima oleh
Anggaran; Bendahara
- 8PJ; Pengeluaran.
- S8PM.
Pengguna
Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan »{J

Kabag. Organisasi
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Pelaksana Mutu Baku
Bendahara
Uraian Prosedur PPK PD Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pengeluaran
Menerima dan menyampaikan SFM - Surat Pengantar 3PP GU; 15 Menit | SPM telah diterima | Bendahara
disertai dokumen pelengkap yang - Ringkasan SPP GU; oleh Kuasa BUD | Pengeluaran/
telah  ditandatangan Pengguna - Rincian SPP GU; (Bidang Pembantu Bendahara
Anggaran kepada Kuasa BUD - Surat Pernyataan Pengguna Perbenclaharaan Pengeluaran
(Bidang Perbenclaharaan BPKAD). Anggaran; BPKAD]. menyampaikan SPM
- Fotocopy SPJ; disertai dokumen-
- SPM. dokumen (seperti
yang tercantum
dalam kelengkapan)
yang diperlukan oleh
Bidang Akuntansi
BPKAD untuk
mendapatkan
velidasi SPM, Setelah
selesai dilanjutkan ke
Bidang
Perbendaharaan.
a. Menerima SP2D dan Kuasa - 8P2D 15 Menit | SP2D diterima oleh | SP2D disimpan oleh
BUD (Bidang Perbendaharaan Bendahara Bendahara
BPKAD). O Pengeluaran; Pengeluaran; SPJ Ash
Uang Diterima di | disimpan oleh
Rekening Sekretariat | Pelaksana
DPRD Administrasi/PPTK.
Pengarsipan
dokumen.
b. Mengarsipkan SPJ dan - Burat Pengantar 3PP GU; 1 Hari
dokumen SP2D yang dilengkzpi - Ringkasan SPP GU;
SPP dan SPM. - Rincian SPP GU;
- Surat Pernyataan Pengguna
Anggaran;
- SPM;
- SP2D;
- SP..
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PARAF HIRARKI KOTA BEKASI,
Kabag Umum
Kabag Program dan Keuangan& l
Kabag Organisasi ¥ e,.l,/ ERLIANI




LAMPIRAN XX

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.3/Kep. 7452/Setwan.PK/XIl/2024

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) UANG PERSEDIAAN (UP)
PADA SEKRETRAIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan ~¢) /

Kabag Organisasi k a-!




PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Nomor SOP 000 3 5.3 | Pk .SETWAT ] 17

Tanggal Pembuatan

t8 Novemper 2024
Tanggal Revisi =

Tanggal Pengesahan 24 Desember 2224

Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nama SOP Ganti Uang Persediaan (UP) pada Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi sebagiaman telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Belkasi Nomor 52 Tahun
2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Bekasi.

1. Pendidikan minimal S1;

2, Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah;
3. Menguasai komputer;

4. Teliti, tekun dan berintegritas.

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

1. SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
2. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD

1. ATK
2. Komputer, Printer, dan Scanner
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Registrasi SPP/

Kota Bekasi. SPM, dan Data Laporan Program/ Kegiaten Sekretariat DPRD Kota
Bekasi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila SPJ UP tidak dilaksanakan tepat waktu maka akan
menghambat pada proses pencairan SPP UP berikutnya;

2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari
uraian prosedur berada ditempat dan semua persyaratan kelengkapan
terpenuhi.

Dokumen Pengajuan SPP-UP

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan {]

Kabag Organisasi B




PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP ) UANG PERSEDIAAN (UP)

Pelaksana Mutu Baku
Urajan Prosedur Pengguna PPK PD Bendahara Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Heterangan
a. Mererima Keputusan Wali Kota tentang Keputusan Wali Kota tentang 15 Menit Keputusan Wali
Besaran Uang Persediaan dari BPKAD. Besaran UP. Kota Bekasi
b. Mengarahkan Bendahara Pengeluaran tentang Besaran
untuk membuat SPP UP. l i upP telah
diterima PPK
Perangkat
Daerah.
a. Membuat SPP UP berdasarkan Keputusan - Surat Pengantar SPP UP; 15 Memt SPP UP.
Wal! Kota tentang Besaran UP. - Ringkasan SPP UF;
- Rincian SPP UP;
b. Meryerahkan SPP UP beserta dokumen - Surat Pernyataan Pengguna
kelengkapan kepada PPK PD. + Anggaran;
- Keputusan Wali Kota tentang
Besaran UP
Menerima dan memeriksa SPP UP. Jika TIDAK - Surat Pengantar SPP UP; 30 Menit - SPPUP Untuk meneliti SPP
LENGKAP maka pengajuan SPP UP - Ringkasan SPP UP; terverifikasi; UP dan dokumen
ditolak/dikembalikan kepada  Bendahara LENGKAP / \ - Rincian SPP UP; - SPM. lainnya yang diajukan
pengeluaran. Jika LENGKAP maka dibuatkan - Surat Pernyataan Pengguna Bendahara
SPM dan disampaikan kepada Pengguna \/ TIDAK Anggaran; Pengeluaran, PPK PD
Anggaran. LENGKAP - Keputusan Wali Kota tentang dibantu oleh
Besaran UP; Pembantu PPK PD.
- Draft SPM.
Menerima, memeriksa dan menandatangani L - Surat Pengantar SPP UP, 30 Menit SPM telah
SPM. - Ringkasan SPP UP; ditandatangan.
- Rincian SPP UP;
- Surat Pernyataan Pengguna
Anggaran;
- Keputusan Wali Kota tentang
Besaran UP;
- SPM.
a. Menerima dan memeriksa SPM yang telah - Surat Pengantar SPP UP; 15 Menit | SPM telah
ditancdatangani Pengguna Anggaran. - Ringkasan SPP UP; diterima oleh
- Rincian SPP UP; Bendahara
b. Menyerahkan SPM yang telah - Surat Pernyataan Pengguna Pengeluaran.
ditancatangani Pengguna Anggaran kepada Anggaran,
Bendahara Pengeluaran. 1 - Keputusan Wali Kota tentang
Besaran UP;
- 8PM,
Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan &

Kabag Organisasi

NN E




Pelaksana Mutu Balku

o Funinh Fatasin PPK PD mm""“ Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ho -

6 Menerima dan menyampaikan SPM disertai - Surat Pengantar SPP UP; 15 Menit | SPM telah | Kuasa BUD (Bidang
dokumen kelengkapen yang telah - Ringkasan SPP UP; diterima oleh | Perbendaharaan
ditandatangani Pengguna Anggaran kepada - Rincian SPP UP; Kuasa BUD | BPKAD) menerima
Kuasa BUD (Bidang Perbendaharaan BPKAD). - Surat Pernyataan Pengguna (Bidang dan memeriksa SPM

Anggaran; Perbendaharaan | beserta dokumen
- Keputusan Wali Kota tentang BPKAD). kelengkapan. Jika
Besaran UP; lengkap maka
- 8PM. diterbitkan SPaD.
l Jika tidak lengkap
maka dikembalikan
kepeda bendahara
pengeluaran  untuk
dilengkapi.
7 a. Menerima Surat Perintah Pencairan Dana - 8P2D sSP2D telah
(SP2D) dari Kuasa BUD (Bidang diterima oleh
Perbendaharaan BPKAD). Bendahara
Pengeluaran,
uang diterima di
Rekening
b. Mengarsipkan dokumen SP2D yang - Surat Pengantar SPP UP; Sekretariat
dilampiri SPP dan SPM. Ringkasar. SPP UP; DPRD
- Rincian SPP UP.
- Surat Pernyataan Pengguna Pengarsipan
Anggaran; dokumen.
- Keputusan Wali Kota tentang
Besaran UP;
- SPM;
- SP2D.
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PARAF HIRARKI KOTA BEKASI,
Kabag Umum
Kabag Program dan Keuangan..g ,
7, e g ¥ AW ERLIANI




LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR :000.8.3.3 [ Kep. #452 [ fetWovy . P/ XW 12024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA

Paraf Kogrdinasi
Kabag. PP '
Kabag. Organisasi H

el




Nomor SOP g00.9.3.3 [ PK.-SETWAN | 29
PEMERINTAH KOTA BEKASI Tan Pembuatan Lo Covember Joid
SEKRETARIAT DPRD Tanggal Revisi -
Tanggal Pengesahan \F Qeg 2024
Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Nama SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Paripurna

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

I

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

1. Pendidikan minimal D III
2. Memiliki kemampuan dalam mengelola data
3. Menguasai Komputer

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi 1. ATK
2. SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2. Komputer
3. SOP Penyelenggaraan Rapat Badan Musyawarah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat|3. Printer
Daerah Kota Bekasi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika Penyelenggaraan Rapat Paripurna tidak dilaksanakan maka akan berdampak terhadap
kinerja DPRD Kota Bekasi yaitu penetapan Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya

Agenda Risalah

Paraf Koordinasi

Kabag. PP Y~ ‘L

Kabag. OrgahisasiX




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. URAIAN PROSEDUR Sekretaris Jafung / Persyaratan /
KETUA DPRD DPRD Kabag. PP Pelal Kelengiipan Waktu Output
1 |Menerima disposisi Pimpinan untuk *Disposisi 10 menit |Disposisi
mempersiapkan Rapat Paripurna ‘ I *Notulen Banmus
"2 |Membuat draft undangan Rapat Paripprna | | | ; Disposisi | 10 menit |Draftundangan |
3 |Menerima, memeriksa, dan meraaraf draft o ~ |Draftundangan | 10 menit |Draft undangan
undangan Rapat Paripiirna telah diparaf
"4 |Menerima, memeriksa, dan meraaraf draft ol L2 B "~ |Draft undangan | 10 menit |Draft undangan
undangan Rapat Paripurna telah diparaf
5 |Menerima, memeriksa, dan menand'z_lt‘l_m;gani-dr_aft R Draft undangan | 10 menit b;ft_t.l_ndangan |
undangan Rapat Paripurna telah ditandatangan
6 |a Mendistribusikan undangan Ra.p;at' ﬁm‘ipuma Rl — Undangan _T]am Undangan telah
terdistribusi
b. Membuat draft Prakata Paripurna Bahan /dokumen 2 jam Draft prakata
¢. Membuat daftar hadir Rapat Paripurna ; patak sieanbobt Daftar hadir Rapat
1 draft prakata Paripurna

Paraf Koordin

Kabag. ’PP + -

isasi R

[Kabag. Org




PELAKSANA MUTU BAKU
NO. URAIAN PROSEDUR Sekretaris Jafung / Persyaratan / KET
KETUA DPRD DPRD Kabag. PP la) S Waktu Output
7 |Menerima, memeriksa dan memaraf draft prakata " Draft prakata 30 menit |Draft prakata telah
Rapat Paripurna - diparaf
8 |Menerima, memeriksa dan memaraf craft prakata| Y || |Draft prakata 30 menit |Draft prakata telah |
Rapat Paripurna diparaf
9 [Menerima, memeriksa dan menandatangani draft| - . o o Draft prakata 30 paenit | Draft prakata telah L
prakata Rapat Paripurna dan digunzkan sebagai . ditandarangani
bahan Rapat Paripurna
10 |a. Mendistribusikan prakata Rapai Paripurna| i ' | |eDaftar hadiz ljam |Prakatatelah |
kepida Pimpinan Rapat : *Prakata terdistribusi
b. Mencatat dan membuat draft Risalah Hasil Rapat 2 jam  |Draft Risalah Rapat
Paripurna Paripurna Paripurna
11 |Melaksanakan Rapat Faripurna I " |Daftar hadir 3jam |Draft Risalah Rapat
Paripurna
e
2
Paraf Koordinasi
Kabag. PP %|° l
Kabag. Orgahisasi [ { p .




PELAKSANA MUTU BAKU
NO. URAIAN PROSEDUR Sekretaris Jafung / Persyaratan / KET
e DPRD Kabag. PP |  pelaksana Kelengkapan Wentn i oo
12 [Mengetik draft risalah Rapat Paripurna Draft Risalah Rapat 1 jam Draft Risalah Rapat
2 Paripurna Paripurna
13 |Menerima, memeriksa dan memaraf draft risalah 4 Draft Risalah Rapat 30 menit |Draft Risalah Rapat
Rapat Paripurna Paripurna Paripurna telah
diparaf
14 |Menerima, memeriksa dan menandatangani draft Draft Risalah Rapat 30 menit |Draft Risalah Rapat
risalah Rapat Paripurna Paripurna Paripurna telah
ditandatangani
15 |Menerima, memeriksa dan menandatangani draft r Draft Risalah Rapat 30 menit |Draft Risalah Rapat
risalah Rapat Paripurna Paripurna Paripurna telah
ditandatangan
16 |Mengarsipkan risalah Rapat Paripurna r Risalah Rapat 10 menit [|Risalah Rapat
| I Paripurna Paripurna telah
terarsipkan
Paraf Hirarki DPRD KOTA BEKASI,
Kabag. Umum "

Kabag. PP

Kabag. Organisasi
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LAMFIRAN XX |

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR :000.0-%.% | KEP . FAT2 | Sekxw v . P/ X\ /2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PADA, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI PENYELENGGARAAN RAPAT PIMPINAN DPRD

Paraf Kocrdipasi

Kabag, PP
Kabag. Organisasi H




PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DPRD

Nomor SOP 000.0.3.% ( PK. SETWRAN | 2\

Tanggal Pembuatan 40 NOvVember 32024

Tanggal Revisi -

Tanéall’cngcsahan \F Delevalogy 2034

Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi

Nama SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Pimpinan DPRD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman, Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2024
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi

1. Pendidikan minimal D III

2. Memiliki kemampuan dalam mengelola data
3. Memiliki kemampuan sebagai notulis

4. Menguasai Komputer

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi
2, SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi

1. ATK
2. Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Penyelenggaraan Rapat Pimpinan DPRD tidak dilaksanakan maka akan berdampak
pada kinerja DPRD Kota Bekasi

Agenda Notulen Rapat Pimpinan

Paraf oordinasi
Kabag. PP L {
Kabag. Organfsasi X [}5




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI PENYELENGGARAAN RAPAT PIMPINAN DPRD

Pelaksana MUTU BAKU
NO. URAIAN PROSEDUR Sekretaris Jafung / Persyaratan / KET
KETUA DPRD DPRD Kabag. PP Pelal Relinsd Waktu Output
1 |Menerima usulan atau permasalahan yang akan dibahas| Lembar Dispesisi| 10 menit |Disposisi Surat
dalam Rapat Pimpinan dan mengarahkan Kabag. PP untuk ! } Surat Masuk Masuk
membuat draft undangan Rapat Pimpinan,
2 |Menerima usulan ata;.u“pcrmasalahan yang akan dibahas| 4 Dispo osisi ‘Surat| 10 menit |Disposisi LT[
dalam Rapat Pimpinan dan mengarahkan Jafung/Pelaksana Masuk
untuk membuat draft undangan Rapat Pimpinan
3 |Membuat draft undangan Rapat P1£pma.n 1 e = L Disposisi | 10menit |Draft Und.angan— 1] P
Rapat Pimpinan
DPRD
4 'fv-l-enerima, memeriksa dan memaraf undangan Rapat T i - 4 - Draft Undangan 10 menit Draft Undangan =t o
Pimpinan Rapat Pimpinan Rapat Pimpinan
DPRD DPRD telah diparaf
| 5 |Menerima, memeriksa dan memaraf undangan Rapat i gxﬁbndm:.gan 10 menit |Draft Undangan
Pimpinan Rapat Pimpinan Rapat Pimpinan
DPRD DPRD telah diparaf
6 |Menerima, memeriksa dan menandatangani undangan . - |Draft Undangan 10 menit |Draft Undangan rapat
dikembalikan kepada pelaksana Rapat Pimpinan Rapat Pimpinan telah ditandatangan
DPRD
7 |Mendistribusikan und;ﬁ_gan rapat - A 4 lf:-{aéng_ﬁn Rapat 1 hani Undanéan rapat telah |
Pimpinan DPRD terdistribusi
| 1 I
Paraf Kqordinasi z
Kabag, PP . -
[Kabag. Organisasi kRl g |




Pelaksana MUTU BAKU
NO. URAIAN PROSEDUR Sekretaris Jafung / Persyaratan /
. t
KETUA DPRD DPRD Kabag. PP Pelal Kelengkapan Waktu Output
8 |Melaksanakan Rapat Pimpinan DPRD Daftar hadir 30 menit |Draft notulen
rapat pimpinan
g |Mencatat dan membuat draft notulen rapat pimpinan dan Draft notulen rapat 2 jam Draft notulen
berita acara rapat 4 pimpinan rapat pimpinan
dan berita acara
rapat
10 [Menerima, memeriksa dan memaraf draft notulen rapat X Draft Notulen rapat 30 menit |Draft Notulen
pimpinan dan berita acara rapat dan BA rapat rapat dan BA
rapat telah diparaf
11 |Menerima, memeriksa dan memaraf draft notulen rapat : Draft Notulen rapat 30 menit |Draft Notulen
pimpinan dan berita acara rapat dan BA rapat rapat dan BA
rapat telah diparaf
12 [Menerima, memeriksa dan menandatangani notulen rapat Draft Notulen rapat 30 menit |Draft Notulen
pimpinan dan berita acara rapat dan BA rapat rapat dan BA
rapat telah
ditandatangan
13 |Mengarsipkan notulen rapat pimpinan dan berita acara rapat Notulen rapat dan 10 menit |Notulen rapat dan
:] BA rapat BA rapat telah
diarsipkan
Paraf Hirarki SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI,
Kabag. Umum 1t ‘_
Kabag. PP - " i
[Kabag. Organisasi N PR

IA ERLIANI




LAMPIRAN X X||

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 000. $.%.% / KepP- F452 / Sebkwon . PK /7 XU /2024
TENTANG STANDAR OPERASIONA!L PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI PENYELENGGARAAN RAPAT BADAN MUSYAWARAH

Paraf Kpordinasi
Kabag. PP % {
Kabag. Organisasf ] K
3




PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DPRD

Nomor SOP 000 .0.3. %31 oK. (ETWAWN / 22

Tanggal Pembuatan 20 NovembeU 2024

Tan&gal Revisi =

Tanggal Pengesahan ¥+ DeSember 2024

Disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi
Nama SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Badan
Musyawarah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2024 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi

1. Pendidikan minimal D III

2. Memiliki kemampuan dalam mengelola data
3. Menguasai tulis cepat / ketik cepat

4. Menguasai Komputer

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi

2. SOP Surat Masuk pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi

3. SOP Penyelenggaraan Rapat Pimpinan DPRD pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bekasi

1. ATK
2. Komputer
3. Printer

PermEatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Penyelenggaraan Rapat Badan Musyawarah tidak dilaksanakan maka akan berdampak
pada kinerja DPRD Kota Bekasi

Agenda Notulen Rapat Badan Musyawarah

Paraf Kpordinasi

Kabag. PP Y-

Kabag. Orgahisasi H




STANDAR OPERASIONAL PRCOSEDUR
FASILITASI PENYELENGGARAAN RAPAT BADAN MUSYAWARAH

“Pelaksana MUTU BAKU
KET
NO. URAIAN PROSEDUR Sekretaris Jafung / Persyareitan /
tput
Ketua DPRD DPRD Kabag. PP Pelal Keleng) Waktu Outpu
1 |Menerima disposisi pimpinan tentang Rapat Badan Disposisi 10 menit  |Dispoiisi
Musyawarah dan mengarahkan Jabatan Fungsional [ g
Pelaksana untuk mempersiapkan rapat badan musyawarah J
2 |Membuat draft undangan Rapat Badairl\—dusyaw_a_raﬁ - = e _ T e y Disposisi 10 menit _Ei';af_tvundangan
" 3 |Menerima, memeriksa dan memaraf draft undangan Rapat l Draft undangan 10 menit  |Draft Undangan|
Badan Musyawarah :I yang telah diparaf telah diparaf
4 |Menerima, memeriksa dan memaraf draft undangan Rapat : Draft undangan 10 menit  |Draft Undangan
Badan Musyawarah yang telah diparaf telah diparaf
5 |[Menerimna, memeriksa dan menandaf.ahgahi draft urz;iangan - J N - o - Undangan yang 10 menit 5réi;tUndangan
Rapat Badan Musyawarah telah diparaf telah
ditanclatangan
6 [Mendistribusikan undangan Ra;;at Badan Musyawarah| =0 A R Undangan yang 1 Jam Undarngan rapat
kepada Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah :' telah banmas telah
ditandatangan terdisturibusi
1
Paraf Kqordinasi .
Kabag, PP l [4
Kabag, Organisgsi il Gﬂ. ;




Pelaksana MUTU BAKU
NO. URAIAN PROSEDUR Sekretaris Jafung / Persyaratan
Ketua DPRD DPRD Kabag. PP Pelal [Kilenghapsa Waktu Output
7 |Melaksanakan Rapat Badan Musyawarah Daftar hadir, 2 jam Draft notulen
@ jamuan manmin
8 [Membuat draft Berita Acara (BA) dan notulen Rapat Badan l Draft BA dan 2 jam Draft BA dan
Musyawarah notulen notulen
9 |Menerima, memeriksa dan memaraf draft Berita Acara (BA) y Draft BA dan 30 menit Draft BA dan
dan notulen Rapat Badan Musyawarah notulen notulen diparaf
10 |Menerima, memeriksa dan memaraf draft Berita Acara (BA) 2 Draft BA dan 30 menit Draft BA dan
dan notulen Rapat Badan Musyawarah notulen yang telah notulen diparaf
diparaf
11 |Menandatangani Berita Acara (BA) dan notulen Rapat Badan Draft BA dan 30 menit BA dan Notulen
Musyawarah notulen yang telah telah
diparaf ditandatangan
12 |a. Melakukan penomoran dan pendistribusian Berita Acara BA dan Notulen 10 menit BA dan Notulen
(BA) dan notulen Rapat Badan Musyawarah > | yang telah telah
b. Mengarsipkan Berita Acara (BA) dan notulen Rapat Badan ditandatangan didistribusikan
Musyawarah dan diarsipkan
Paraf Hirarki SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI,
Kabag. Umum A A
Kabag. PP + 4
Kabag. Organisasi VRt e

A ERLIANI




LAMPIRAN XX |||

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR: 000 . 8.3.3 / KepP #4452/ fetwanl. PK/xil /2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koprdinasi
Kabag. PP v 1
Kabag. Organisasi # &




Nomor SOP 000.9%-3.3% /I PK.SETWAN/ 22

Tanggal Pembuatan 24 oy %044

Tanggal Revisi —

PEMERINTAH KOTA BEKASI | -né% i T AT
SEKRETARIAT DEWAN Disahkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bekasi

Nama SOP Fasilitasi Permohonan Informasi Publik pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana ;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan
Pemerintah Kota Bekasi;

6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata

Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

1. Memiliki Pendidikan minimal SMA /Sederajat;

2. Memiliki pengetahuan tentang tugas pokok, fungsi dan wewenang Sekretariat
DPRD Kota Bekasi;

3. Memiliki pengetahuan tentang permohonan informasi publik;

4. Mampu berkomunikasi dengan baik;

5. Disiplin, tekun dan berintegritas.

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Surat Masuk Sekretariat DPRD Kota Bekasi

1. Komputer;
2. ATK;

3. Printer;

4. Kamera.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP dapat terlaksana jika semua pelaksana berada ditempat dan
kelengkapan / persyaratan terpenubhi.

Rilis berita dan dokumentasi foto unjuk rasa pada website atau media sosial
DPRD.

Paraf Koordinasi
f
Kabag. PP Tj . I“
Kabag. Orgahisasi g Q.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NO

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA

MUTU BAKU

SEKRETARIS
DPRD

KEPALA
BAGIAN
PP

JAFUNG /
ADMIN.
PPID

PERSYARATAN /
KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KETERANGAN

Menerima surat permohonan
informasi publik yang
dibutuhkan dan
mendisposisikan kepada
Kepala Bagian Persidangan
dan Perundang-Undangan
selaku PPID Pembantu untuk
ditindaklanjuti.

)

. Surat permohonan

informasi publik;

. Lembar disposisi.

30
Menit

Disposisi

Memerintahkan kepada
Jafung / Admin. PPID untuk
melakukan verifikasi surat
permohonan serta koordinasi
dengan Bagian lain terkait
dengan surat permohonan
informasi publik.

. Surat permohonan

informasi publik;

. Lembar disposisi.

10
Menit

Disposisi

Melakukan verifikasi surat
permohonan. Jika Ya, sesuai
persyaratan Peraturan Komisi
Informasi RI Nomor 1 Tahun
2021, selanjutnya melakukan
koordinasi dengan Bagian lain
terkait data yang dimohonkan
serta membuat draft surat
jawaban permohonan
informasi publik.

Jika Tidak, dibuatkan surat
keterangan tidak lengkap
kepada pemohon.

Tidak

Ya

. Surat permohonan

informasi publik;

. Disposisi.

2 Hari

Data dan informasi
publik dari Bagian.

Paraf Koordinasi

Kabag. PP v .

Kabag. Organisasi




PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR SEKRETARIS KEPALA JAFUNG / PERSYARATAN / WAKTU OUTPUT KETERANGAN
DPRD BAGIAN ADMIN. KELENGKAPAN
PPID
4 | Menerima dan memeriksa Data dan informasi 2 Jam | Data dan informasi
data serta informasi publik publik dari Bagian publik telah diperiksa.
yang akan diberikan. Jika Ya,
maka data dan informasi
publik dapat disampaikan
kepada pemohon. Jika Tidak,
maka dibuatkan surat
penolakan.
5 | Menyampaikan data dan Data dan informasi 30 Data dan informasi
informasi publik kepada publik. Menit | publik telah diterima
pemohon. oleh pemohon.
Paraf Hierarki SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
] DAERAH KOTA B SI,

Kabag. PP 1 . L

Kabag. Umum C

Kabag. Organisasiy e-.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR SEKRETARIS KEPALA JAFUNG / PERSYARATAN / WAKTU OUTPUT KETERANGAN
DPRD BAGIAN ADMIN. KELENGKAPAN
PPID

4 | Menerima dan memeriksa Data dan informasi 2 Jam | Data dan informasi
data serta informasi publik publik dari Bagian publik telah diperiksa.
yang akan diberikan. Jika Ya,
maka data dan informasi
publik dapat disampaikan
kepada pemohon. Jika Tidak,
maka dibuatkan surat
penolakan.

5 | Menyampaikan data dan i 2 Data dan informasi 30 Data dan informasi
informasi publik kepada publik. Menit | publik telah diterima
pemohon. [ ] oleh pemohon.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BEKASI,

ERLIANI




LAMPIRAN XX\V

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI o
NOMOR : 000.8.3.3 | WeP . FAS2 [ Sexwanv. P | X/ 2924
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN UNJUK RASA
PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Kogrdinasi
Kabag. PP 1 5 /

Kabag. Organisasij R:U




Nomor SOP OUD. 9.%.% | PK- SETWAN /7 24
Tanggal Pembuatan 44 NOVeEmber 2024
Tanggal Revisi =
PEMERINTAH KOTA BEKASI TRhie Peagosntar 0 Oetemutr 3094
SEKRETARIAT DEWAN Disahkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bekasi
Nama SOP Fasilitasi Pendokumentasian Kegiatan Unjuk Rasa
pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 1. Memiliki Pendidikan minimal SMA/Sederajat;
Informasi Publik; 2. Memiliki pengetahuan tentang tugas pokok, fungsi dan wewenang Sekretariat

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan
Pemerintah Kota Bekasi;

6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata

Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

DPRD Kota Bekasi;

Memiliki pengetahuan tentang fotografi dan pembuatan rilis berita;
Mampu berkomunikasi dengan baik;

Disiplin, tekun dan berintegritas.

o b0

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Surat Masuk Sekretariat DPRD Kota Bekasi

1. Komputer;
2. ATK;

3. Printer

4. Kamera.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP dapat terlaksana jika semua pelaksana berada ditempat dan
kelengkapan / persyaratan terpenuhi.

Rilis berita dan dokumentasi foto unjuk rasa pada website atau media sosial
DPRD.

Paraf Koordinasi

Kabag. PP 1 I_

Kabag. Organisasih a:-b




FASILITASI PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN UNJUK RASA PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NO

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA

MUTU BAKU

SEKRETARIS
DPRD

KEPALA
BAGIAN PP

JAFUNG /
PELAKSANA

PERSYARATAN/
KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KETERANGAN

Menerima surat pemberitahuan
pelaksanaan unjuk rasa ke
DPRD Kota Bekasi dan
mendisposisikan surat
pemberitahuan dimaksud
kepada Kepala Bagian
Persidangan dan Perundang-
Undangan untuk
ditindaklanjuti.

ki

1. Surat pemberitahuan;
2. Lembar disposisi.

10
Menit

Disposisi.

Memerintahkan kepada Jafung
/ Pelaksana untuk melakukan
konfirmasi dan mempersiapkan
sarana dan prasarana
pelaksanaan pendokumentasian
unjuk rasa.

1. Surat pemberitahuan;
2. Lembar disposisi.

10
Menit

Disposisi.

3 |a. Melakukan koordinasi dan

konfirmasi terkait dengan
pendokumentasian
pelaksanaan unjuk rasa ke
Polres, Kodim, Satpol PP,
Kepala Bagian di lingkungan
Sekretariat DPRD.

b. Menyiapkan sarana,

prasarana pendokumentasian
unjuk rasa.

1. Surat pemberitahuan;
2. Disposisi.

1 Jam

1. Jadwal pelaksanaan
unjuk rasa;

2. Perlengkapan
dokumentasi.

Mendampingi Anggota DPRD
atau Pejabat dalam menerima
unjuk rasa.

Daftar hadir.

2 Jam

Dokumentasi unjuk
rasa.

Paraf Koordinasi

Kabag. PP 1’

Kabag. Organisasij




PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR SEKRETARIS KEPALA JAFUNG / PERSYARATAN/ WAKTU OUTPUT KETERANGAN
DPRD BAGIAN PP | PELAKSANA KELENGKAPAN

S | Membuat draft nota dinas Dokumentasi unjuk 15 Draft nota dinas
laporan fasilitasi rasa. Menit | laporan fasilitasi
pendokumentasian kegiatan pendokumentasian
unjuk rasa pada DPRD Kota kegiatan unjuk rasa
Bekasi. pada DPRD Kota

Bekasi.

6 | Menandatangani draft nota ‘ Draft nota dinas laporan 10 Nota dinas laporan
dinas laporan fasilitasi fasilitasi Menit | fasilitasi
pendokumentasian kegiatan pendokumentasian pendokumentasian
unjuk rasa pada DPRD Kota kegiatan unjuk rasa kegiatan unjuk rasa
Bekasi. pada DPRD Kota Bekasi. pada DPRD Kota

Bekasi telah
ditandatangani.

7 | Mendisposisikan nota dinas ¥ Nota dinas laporan 10 Disposisi.
laporan fasilitasi fasilitasi Menit
pendokumentasian kegiatan pendokumentasian
unjuk rasa pada DPRD Kota kegiatan unjuk rasa
Bekasi. pada DPRD Kota Bekasi.

8 | Menerima dan mengarsipkan Nota dinas laporan 10 Arsip.
nota dinas laporan fasilitasi Y fasilitasi Menit
pendokumentasian kegiatan l l pendokumentasian
unjuk rasa pada DPRD Kota kegiatan unjuk rasa
Bekasi. pada DPRD Kota Bekasi.

Paraf Hierarla SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4 DAERAH KOTA-BEKASI,
Kabag. PP ’d . L
Kabag. Umum t
Kabag. Organisasiy| Q-




PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR SEKRETARIS KEPALA JAFUNG / PERSYARATAN/ WAKTU OUTPUT KETERANGAN
DPRD BAGIAN PP | PELAKSANA KELENGKAPAN

5 | Membuat draft nota dinas Dokumentasi unjuk 15 Draft nota dinas
laporan fasilitasi rasa. Menit | laporan fasilitasi
pendokumentasian kegiatan pendokumentasian
unjuk rasa pada DPRD Kota kegiatan unjuk rasa
Bekasi. pada DPRD Kota

Bekasi.

6 | Menandatangani draft nota ! Draft nota dinas laporan 10 Nota dinas laporan
dinas laporan fasilitasi fasilitasi Menit | fasilitasi
pendokumentasian kegiatan pendokumentasian pendokumentasian
unjuk rasa pada DPRD Kota kegiatan unjuk rasa kegiatan unjuk rasa
Bekasi. pada DPRD Kota Bekasi. pada DPRD Kota

Bekasi telah
ditandatangani.

7 | Mendisposisikan nota dinas v Nota dinas laporan 10 Disposisi.
laporan fasilitasi fasilitasi Menit
pendokumentasian kegiatan pendokumentasian
unjuk rasa pada DPRD Kota kegiatan unjuk rasa
Bekasi. pada DPRD Kota Bekasi.

8 | Menerima dan mengarsipkan Nota dinas laporan 10 Arsip.
nota dinas laporan fasilitasi 4 fasilitasi Menit

pendokumentasian kegiatan
unjuk rasa pada DPRD Kota
Bekasi.

pendokumentasian
kegiatan unjuk rasa
pada DPRD Kota Bekasi.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BEKASI,

L RLIANI




LAMPIRAN XXV

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR :000- 8.3% / Kep 3452/ Setwan eK /xi/2054
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI PENERIMAAN TAMU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Paraf Koogdinasi
Kabag. PP 1 X

Kabag. Organisasix g“




PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Nomor SOP 000 -8.%.%37PK. {ETWAN/ 2%

Tanggal Pembuatan 24 povewoeyr 2034

Tanggal Revisi %

Tanggal Pengesahan 0 Detember 2024

Disahkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi

Nama SOP Fasilitasi Penerimaan Tamu Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bekasi

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan
Pemerintah Kota Bekasi;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata

Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

. Memiliki Pendidikan minimal SMA /Sederajat;

1
2. Memiliki pengetahuan tentang tugas pokok, fungsi dan wewenang Sekretariat

DPRD Kota Bekasi;

Memiliki pengetahuan tentang penerimaan Tamu DPRD;
Mampu berkomunikasi dengan baik;

Disiplin, tekun dan berintegritas.

bl o

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Surat Masuk Sekretariat DPRD Kota Bekasi

1. Komputer;
2. ATK;

3. Printer;

4, Kamera.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP dapat terlaksana jika semua pelaksana berada ditempat dan
kelengkapan / persyaratan terpenuhi.

Rilis berita dan dokumentasi foto pada website atau media sosial DPRD.

Paraf Koordinasi

i
Kabag. PP ai
Kabag. Orgarfisasik

t
R




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI PENERIMAAN TAMU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NO

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA

MUTU BAKU

SEKRETARIS
DPRD

KEPALA
BAGIAN PP

JAFUNG /
PELAKSANA

PERSYARATAN/
KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KETERANGAN

Menerima surat
pemberitahuan kunjungan
kerja ke DPRD Kota Bekasi
dan mendisposisikan surat
pemberitahuan dimaksud
kepada Kepala Bagian
Persidangan dan Perundang-
Undangan untuk
ditindaklanjuti.

L}

1.Surat pemberitahuan;
2.Lembar disposisi.

10
Menit

Disposisi.

Memerintahkan kepada
Jafung / Pelaksana untuk
melakukan konfirmasi dan
mempersiapkan sarana dan
prasarana pelaksanaan
penerimaan tamu DPRD.

1.Surat pemberitahuan;
2.Lembar disposisi.

10
Menit

Disposisi.

a. Melakukan koordinasi dan
konfirmasi dengan pihak
terkait yang mengajukan
permohonan kunjungan
kerja ke DPRD. Jika jadwal
kunjungan bersamaan
dengan kegiatan DPRD,
maka dilakukan
penjadwalan ulang.

b. Menyiapkan sarana,
prasarana dan dokumen
administrasi kunjungan
tamu DPRD.

1. Surat
pemberitahuan;
2. Disposisi.

1 Jam

1. Jadwal kunjungan;

2. Dokumen
administrasi
kunjungan.

Paraf Koordinasi

Kabag. PP .

Kabag. Organisasiy

E.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR SEKRETARIS KEPALA JAFUNG / PERSYARATAN / WAKTU OQUTPUT KETERANGAN
DPRD BAGIAN PP | PELAKSANA KELENGKAPAN

4 | Mendampingi Anggota DPRD Daftar hadir. 1 Jam | Dokumentasi
atau Pejabat dalam menerima kunjungan kerja.
kunjungan dan
menginformasikan kepada
tamu untuk mengisi survei ' \
kepuasan masyarakat secara l:l
online.

5 | Membuat draft nota dinas b Dokumentasi kunjungan 15 Draft nota dinas
laporan fasilitasi penerimaan kerja. Menit | laporan fasilitasi
tamu DPRD Kota Bekasi. penerimaan tamu

DPRD Kota Bekasi.

6 | Menerima, memeriksa dan Draft nota dinas laporan 10 Nota dinas laporan
menandatangani draft nota : fasilitasi penerimaan Menit | fasilitasi penerimaan
dinas laporan fasilitasi tamu DPRD Kota Bekasi. tamu DPRD Kota
penerimaan tamu DPRD Kota Bekasi telah
Bekasi. ditandatangani.

7 | Mendisposisikan nota dinas Nota dinas laporan 10 Disposisi
laporan fasilitasi penerimaan fasilitasi penerimaan Menit
tamu DPRD Kota Bekasi. tamu DPRD Kota Bekasi.

8 | Menerima dan mengarsipkan + Nota dinas laporan 10 Arsip.
laporan fasilitasi penerimaan fasilitasi penerimaan Menit
tamu DPRD Kota Bekasi. ] I tamu DPRD Kota Bekasi.

Paraf Hierarki SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

3
Kabag. PP 1

Kabag. Umum'

Kabag. Organisasi)
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PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR SEKRETARIS KEPALA JAFUNG / PERSYARATAN / WAKTU OUTPUT KETERANGAN
DPRD BAGIAN PP | PELAKSANA KELENGKAPAN

4 | Mendampingi Anggota DPRD Daftar hadir. 1 Jam | Dokumentasi
atau Pejabat dalam menerima kunjungan kerja.
kunjungan dan
menginformasikan kepada
tamu untuk mengisi survei ]
kepuasan masyarakat secara I:,
online. —

5 | Membuat draft nota dinas l Dokumentasi kunjungan 15 Draft nota dinas
laporan fasilitasi penerimaan kerja. Menit | laporan fasilitasi
tamu DPRD Kota Bekasi. penerimaan tamu

DPRD Kota Bekasi.

6 | Menerima, memeriksa dan Draft nota dinas laporan 10 Nota dinas laporan
menandatangani draft nota Y fasilitasi penerimaan Menit | fasilitasi penerimaan
dinas laporan fasilitasi tamu DPRD Kota Bekasi. tamu DPRD Kota
penerimaan tamu DPRD Kota Bekasi telah
Bekasi. ditandatangani.

7 | Mendisposisikan nota dinas y Nota dinas laporan 10 Disposisi
laporan fasilitasi penerimaan fasilitasi penerimaan Menit
tamu DPRD Kota Bekasi. tamu DPRD Kota Bekasi.

8 | Menerima dan mengarsipkan Nota dinas laporan 10 Arsip.
laporan fasilitasi penerimaan fasilitasi penerimaan Menit
tamu DPRD Kota Bekasi. tamu DPRD Kota Bekasi.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BEKASI,

ERLIANI
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